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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga buku "Filsafat dan Praktik Hukum Acara 

Tata Usaha Negara" ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai 

upaya untuk mengisi ruang diskusi yang mendalam mengenai salah 

satu pilar penting dalam penegakan prinsip Negara Hukum di 

Indonesia. 

Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Acara Tata 

Usaha Negara (PTUN), merupakan benteng bagi warga negara dalam 

menghadapi potensi tindakan atau keputusan administrasi negara 

yang sewenang-wenang (onrechtmatige overheidsdaad). Meskipun 

sering dianggap sebagai cabang hukum yang teknis dan prosedural, 

esensi dari PTUN jauh melampaui sekadar tata cara persidangan; ia 

berakar pada nilai-nilai filosofis mendasar, yaitu perlindungan hak 

asasi manusia, keadilan, legalitas, dan due process of law. 

Buku ini disusun dengan dua tujuan utama: 

1. Dimensi Filosofis: Mengupas landasan-landasan teoretis dan 

filosofis yang melatarbelakangi lahirnya Hukum Acara Tata Usaha 

Negara, termasuk hubungan antara kekuasaan negara, demokrasi, 

dan pengawasan yudisial. 

2. Dimensi Praktis: Menyediakan panduan praktis yang komprehensif 

mengenai prosedur berperkara, mulai dari gugatan, pemeriksaan 

di persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum dan eksekusi 

putusan, dengan merujuk pada regulasi terbaru dan yurisprudensi 

Mahkamah Agung. 

Kami berharap, perpaduan antara pemahaman filosofis yang kuat 

dan pengetahuan praktik yang aplikatif ini akan membantu para 

mahasiswa, akademisi, hakim, advokat, jaksa, serta praktisi 

administrasi negara untuk memahami PTUN secara utuh, bukan hanya 

sebagai teks undang-undang, tetapi sebagai instrumen vital dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 
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Akhir kata, semoga buku "Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata 

Usaha Negara" ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam 

pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum 

administrasi di Indonesia. 
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hukum secara formal, tetapi juga memastikan agar hukum benar-

benar menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat (Mahfud 

MD, 2010). Hakikat hukum dan peradilan dalam negara hukum saling 

berkaitan erat.  

Hukum menjadi sumber norma yang mengikat, sedangkan 

peradilan menjadi mekanisme penegakannya. Keduanya tidak hanya 

menjaga stabilitas dan kepastian, tetapi juga memastikan agar 

keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara. Dengan 

demikian, membahas hakikat hukum dan peradilan dalam negara 

hukum berarti membicarakan fondasi utama keberlangsungan suatu 

negara yang demokratis dan berkeadilan (Kelsen, 1961). 

Dalam konteks negara hukum, kedudukan hukum tidak hanya 

sebagai instrumen pengatur, tetapi juga sebagai pengendali 

kekuasaan dan sarana untuk mewujudkan keadilan. Hukum mengikat 

semua pihak, termasuk penguasa dan warga negara. Peradilan 

kemudian menjadi wadah utama bagi pelaksanaan hukum agar nilai-

nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara 

nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

Konsep Negara Hukum  

Konsep negara hukum pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam 

kehidupan suatu masyarakat atau bangsa tertentu (Akhyar dkk, 

2022). Hal ini menuntut agar seluruh aktivitas negara maupun 

warganya berada di bawah kendali hukum. Secara esensial, negara 

hukum adalah negara yang mengatur dan membatasi penggunaan 

kekuasaannya berdasarkan prinsip hukum yang adil serta demokratis, 

sehingga seluruh aspek kehidupan bernegara berlandaskan pada 

supremasi hukum (Tutik, 2018). 

Dalam membangun prinsip negara hukum, terdapat empat syarat 

utama yang harus dipenuhi. Pertama, keberadaan konstitusi yang 

menjadi landasan dasar dalam penyelenggaraan negara, sekaligus 

mengatur struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara. Kedua, 

tersedianya mekanisme transparansi dan akuntabilitas publik atas 

setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, adanya jaminan 

terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen dalam 

menjalankan fungsi penegakan hukum.  
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keadilan dan moralitas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan 

hukum dalam negara hukum harus mampu menjamin tiga aspek 

mendasar: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 

1973). Hukum yang hanya menekankan kepastian tanpa 

memperhatikan keadilan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan 

sosial, sementara hukum yang terlalu menekankan keadilan tanpa 

kepastian akan melahirkan ketidakpastian dalam praktik 

pemerintahan. 

Sementara peradilan menempati posisi strategis dalam 

memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konsep 

negara hukum, peradilan berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan 

(Manan, 2004). Melalui putusan-putusan peradilan, prinsip negara 

hukum diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.  

Peradilan juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan (check 

and balance). Melalui kewenangan judicial review, peradilan dapat 

menguji produk peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai 

dengan konstitusi. Di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah 

Konstitusi, sementara Mahkamah Agung berperan menjaga 

konsistensi penerapan hukum melalui kasasi dan peninjauan kembali 

(Asshiddiqie, 2005). 

Selain itu, peradilan juga menjadi sarana perlindungan hak asasi 

manusia. Setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar berhak 

mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. 

Dengan demikian, peradilan bukan hanya forum penyelesaian 

sengketa, tetapi juga instrumen untuk melindungi martabat manusia 

dari kesewenangan kekuasaan (Rahardjo, 2008). 

Hukum dan peradilan merupakan dua elemen yang saling 

melengkapi dalam mewujudkan negara hukum. Hukum menyediakan 

aturan normatif, sementara peradilan memastikan aturan tersebut 

ditegakkan secara konsisten. Tanpa hukum, peradilan akan 

kehilangan dasar pijakannya, dan tanpa peradilan, hukum hanya akan 

menjadi teks tanpa makna praktis. 

Oleh karena itu, keberhasilan guna mewujudkan negara hukum 

sangat ditentukan oleh kualitas hukum yang responsif dan peradilan 

yang independen serta berintegritas. Sinergi keduanya akan 
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melahirkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, 

tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Peran 

hukum dan peradilan dalam negara hukum bersifat fundamental.  

Hukum menjadi dasar pengaturan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sedangkan peradilan menjadi pengawal dan penegaknya. 

Dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dan peradilan sebagai 

pelaksana yang independen, prinsip negara hukum dapat terwujud 

secara nyata, yakni negara yang menjamin supremasi hukum, 

melindungi hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan. 
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Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Tata Usaha 

Negara 

Hukum acara Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut hukum acara 

TUN) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur prosedur 

penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum 

perdata dengan pejabat pemerintahan, yang muncul akibat 

diterbitkannya keputusan tata usaha negara (beschikking) oleh 

otoritas administrasi negara.  

Lahirnya hukum acara TUN merupakan implikasi logis dari 

penerapan asas rule of law serta konsep negara hukum (rechtsstaat), 

dimana setiap tindakan administrasi pemerintahan harus 

berlandaskan hukum dan dapat diuji keabsahannya melalui 

mekanisme peradilan yang mandiri dan tidak memihak (Asshiddiqie, 

2019). 

Secara terminologis, istilah hukum acara Tata Usaha Negara 

berkaitan erat dengan aturan mengenai tata cara berperkara di 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam kerangka ini, 

hukum acara TUN mencakup pengaturan mengenai siapa yang berhak 

menjadi pihak dalam suatu sengketa, mekanisme pengajuan gugatan, 

jenis-jenis alat bukti yang diakui, tata urutan pemeriksaan di 

persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, 

hukum acara TUN tidak semata-mata berfungsi sebagai perangkat 

aturan formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen untuk 

menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan 

administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik (AUPB) (Marbun, 1997). 

Menurut Indroharto, hukum acara TUN adalah keseluruhan 

kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana seseorang yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha 

negara dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan serta bagaimana 

pengadilan tersebut memeriksa, memutus, dan melaksanakan 

putusannya (Indroharto, 1993). Pandangan ini menegaskan bahwa 

hukum acara TUN berfungsi sebagai pedoman prosedural yang 

menjamin keadilan formal dalam proses peradilan administrasi.  

Artinya, hukum acara TUN menjadi jembatan antara norma 

hukum materiil dengan penerapan keadilan substantif di bidang 
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mekanisme sanksi administratif bagi pejabat yang tidak 

melaksanakan putusan, mulai dari teguran tertulis hingga 

pemberhentian sementara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986, Pasal 116). Akan tetapi, implementasi sanksi ini 

belum berjalan optimal, karena pelaksanaannya masih sangat 

bergantung pada mekanisme internal birokrasi masing-masing 

instansi pemerintah, sehingga efektivitas perlindungan hukum 

bagi warga negara dalam konteks peradilan TUN belum 

sepenuhnya tercapai. 

 

3. Kendala Implementasi Hukum Acara TUN 

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kendala utama dalam 

implementasi hukum acara TUN, baik dari sisi struktural, 

substansial, maupun kultural. Pertama, dari sisi struktural, 

keterbatasan jumlah hakim dan sarana peradilan menyebabkan 

penumpukan perkara di beberapa pengadilan TUN, khususnya di 

kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan (MA RI, 

2023). 

Kedua, dari sisi substansial, masih terdapat perbedaan 

penafsiran antar hakim mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN), terutama dalam kasus yang melibatkan tindakan 

faktual atau keputusan yang tidak berbentuk tertulis (Ridwan, 

2020). Meskipun Mahkamah Agung melalui putusannya telah 

memperluas pengertian KTUN (misalnya dalam Putusan Nomor 99 

PK/TUN/2017), namun implementasinya masih belum seragam di 

tingkat bawah. 

Ketiga, dari sisi kultural, masyarakat masih memiliki 

kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa administratif 

melalui jalur non-yudisial atau bahkan melalui jalur politik. 

Rendahnya kesadaran hukum administratif ini menjadi tantangan 

tersendiri dalam menegakkan keadilan administratif yang efektif 

(Manan, 2004). 

 

4. Upaya Penguatan Implementasi Hukum Acara TUN 

Untuk memperkuat implementasi hukum acara TUN, diperlukan 

beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan 
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penyempurnaan regulasi, khususnya terkait perluasan objek 

sengketa dan mekanisme eksekusi putusan. Revisi peraturan 

perundang-undangan dapat menegaskan tanggung jawab pejabat 

dalam melaksanakan putusan serta memperkuat posisi hukum 

penggugat (Asshiddiqie, 2012). 

Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas hakim dan 

aparatur peradilan melalui pelatihan berkelanjutan dalam hukum 

administrasi dan keadilan prosedural. Hakim harus memahami 

bahwa keadilan administratif tidak hanya terletak pada penerapan 

hukum positif, tetapi juga pada penerapan prinsip proporsionalitas 

dan perlindungan hak warga negara (MA RI, 2021). 

Ketiga, penguatan peran lembaga pengawasan eksternal, 

seperti Ombudsman Republik Indonesia, juga penting untuk 

mendukung efektivitas pelaksanaan putusan peradilan TUN. 

Kolaborasi antara lembaga peradilan dan lembaga pengawas dapat 

mempercepat penyelesaian sengketa administratif dan mencegah 

pelanggaran berulang. 

 

5. Refleksi Terhadap Efektivitas Hukum Acara TUN 

Jika dilihat secara keseluruhan, implementasi hukum acara TUN di 

Indonesia telah memberikan kontribusi penting terhadap 

terwujudnya negara hukum yang demokratis dan akuntabel. 

Keberadaan PTUN menjadi bukti bahwa warga negara memiliki 

mekanisme hukum untuk mengontrol tindakan pemerintah. 

Namun demikian, efektivitasnya masih perlu diperkuat agar 

peradilan TUN tidak hanya menjadi simbol, melainkan benar-benar 

menjadi instrumen keadilan administratif yang substantif. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, keadilan 

administratif tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan 

terhadap prosedur formal, melainkan juga sebagai perlindungan 

terhadap hak-hak dasar warga negara dari tindakan sewenang-

wenang aparatur pemerintahan (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena 

itu, penguatan implementasi hukum acara TUN menjadi hal yang 

sangat penting dalam konteks negara hukum modern.  

Upaya ini bertujuan agar asas due process of law dapat 

diterapkan secara konsisten, tidak hanya dalam ranah peradilan 
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umum, tetapi juga dalam sistem administrasi negara. Dengan 

demikian, setiap tindakan pemerintahan dapat diuji dan 

dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tercipta tata 

kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. 

Sehingga, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Acara Tata 

Usaha Negara (TUN) memiliki peran yang sangat fundamental 

dalam menjamin tegaknya keadilan administratif serta 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara 

kesewenangan aparatur pemerintahan. Melalui mekanisme yang 

diatur secara sistematis, hukum acara TUN memastikan bahwa 

setiap sengketa antara warga negara dan pemerintah diselesaikan 

berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.  

Dengan berlandaskan pada prinsip objektivitas, imparsialitas 

hakim, dan persamaan hak para pihak untuk memperoleh 

perlakuan yang adil, hukum acara TUN berfungsi sebagai pilar 

utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel 

dan berorientasi pada supremasi hukum.  

Implementasinya di lingkungan peradilan menunjukkan 

bahwa sistem ini tidak hanya berperan sebagai sarana 

penyelesaian sengketa administratif, tetapi juga sebagai instrumen 

kontrol dan koreksi terhadap tindakan pemerintahan yang 

bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan. 
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tentang filsafat keadilan, kita dapat mengarahkan penyelesaian 

sengketa menuju hasil yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. 
 

Konsep Filsafat Keadilan 

Filsafat keadilan merupakan cabang pemikiran yang kompleks, 

berfokus pada pemahaman hak-hak individu dalam konteks sosial dan 

politik. Kajian ini menyelidiki dua tradisi utama: klasik dan 

kontemporer. Tradisi klasik, yang diwakili oleh Aristoteles dan Plato, 

memandang keadilan sebagai kebajikan moral yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat.  

Aristoteles membedakan keadilan distributif, terkait distribusi 

sumber daya, dan keadilan retributif, terkait hukuman dan imbalan. Ia 

menekankan keseimbangan dalam interaksi sosial, di mana individu 

menerima apa yang seharusnya berdasarkan kontribusi dan 

kebutuhan. Sebagai contoh, sistem pajak progresif mencerminkan 

keadilan distributif dengan membebankan pajak lebih tinggi kepada 

individu berpendapatan tinggi untuk mendukung kesejahteraan 

masyarakat (Miller, 2019). 

Plato, dalam Republik, menggambarkan keadilan sebagai 

harmoni sosial, dimana setiap individu berkontribusi sesuai 

kapasitasnya. Ia berargumen bahwa keadilan bukan hanya distribusi 

sumber daya, tetapi juga pencapaian kebaikan bersama. Dalam 

konteks pendidikan, keadilan diwujudkan melalui akses setara bagi 

semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial (Reeve, 

2020). 

Dengan perkembangan pemikiran modern, John Rawls 

memperkenalkan gagasan justice as fairness dalam A Theory of Justice. 

Ia berargumentasi bahwa prinsip keadilan harus dipilih di balik veil of 

ignorance, di mana individu tidak mengetahui posisi sosial mereka. Ini 

mendorong pemilihan prinsip yang adil, melindungi hak-hak yang 

paling lemah. Rawls menekankan keadilan distributif dan kebebasan 

dasar sebagai pilar institusi yang adil (Freeman, 2021). 

Amartya Sen melengkapi pemikiran Rawls dengan pendekatan 

kapabilitas, yang menekankan bahwa keadilan berkaitan dengan 

kebebasan individu untuk mencapai potensi mereka. Ia berargumen 

bahwa keadilan harus fokus pada hasil nyata yang dicapai individu, 
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Dalam banyak kasus, kepentingan ekonomi dan politik lebih 

diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat, yang menyebabkan 

ketidakadilan. Ketiga, supremasi hukum yang lemah mengakibatkan 

hukum cenderung berpihak pada pihak berkuasa dibandingkan warga 

biasa. Hal ini menciptakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan 

masyarakat, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi 

dengan baik (Butt & Lindsey, 2020). 

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun 

konsep keadilan distributif, prosedural, substantif, dan restoratif telah 

dikenal dalam teori, realitas di Indonesia masih diwarnai 

ketidakselarasan antara prinsip keadilan dan praktiknya. Filsafat 

keadilan seharusnya menjadi pedoman dalam memastikan bahwa 

relasi negara dan warga negara berjalan setara, adil, dan menghormati 

martabat manusia.  

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi semua 

pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya 

masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang lebih 

adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang 

sama untuk mendapatkan keadilan. Hanya dengan cara ini, kita dapat 

berharap untuk mencapai masyarakat yang benar-benar adil dan 

sejahtera. 

 

Refleksi Kritis 

1. Keadilan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila 

Negara hukum Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai 

tujuan utama, bukan sekadar supremasi hukum formal. Dalam 

konteks ini, keadilan harus dimaknai sebagai keseimbangan antara 

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Hal ini 

berarti bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa keadilan di 

masyarakat.  

Dalam praktiknya, banyak kebijakan pembangunan di 

Indonesia masih cenderung mengutamakan kepastian hukum 

administratif tanpa mempertimbangkan kemanfaatan dan 

keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus pembangunan Waduk 



Filsafat Keadilan Dalam Sengketa Antara Warga Negara dan Pemerintah 

 

62 Balthasar Watunglawar 

konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat mencerminkan 

aspirasi masyarakat. 

Selain itu, legitimasi kekuasaan juga dapat diperkuat melalui 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan lebih 

cenderung untuk mendukung kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk 

menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap 

aspek kebijakan publik. 

Keadilan dalam konteks Negara Hukum Pancasila harus 

dipahami sebagai keseimbangan antara kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan moralitas. Lembaga peradilan dan mekanisme 

kontrol harus berfungsi secara efektif untuk melindungi hak-hak 

warga negara, sementara moralitas kekuasaan harus menjadi 

landasan bagi setiap tindakan pemerintah.  

Keadilan juga merupakan sumber legitimasi kekuasaan, dan 

tanpa keadilan, kepercayaan publik akan hilang. Oleh karena itu, 

penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan 

sistem yang adil dan berkeadilan, sehingga nilai-nilai Pancasila 

dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Penutup 

Pembahasan tentang filsafat keadilan dalam konflik antara warga 

negara dan pemerintah menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip 

praktis yang perlu diterapkan dalam kebijakan dan tindakan negara. 

Berbagai sengketa seperti agraria, perizinan, pajak, dan pelanggaran 

hak sipil mengindikasikan bahwa keadilan distributif, prosedural, 

substantif, dan restoratif sering diabaikan demi pembangunan atau 

keuntungan ekonomi. Ketidakadilan ini tidak hanya mempengaruhi 

pihak yang terdampak, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik 

terhadap negara sebagai pelindung keadilan. Oleh karena itu, filsafat 

keadilan berfungsi sebagai pengingat bahwa pembangunan harus 

menghormati martabat dan hak asasi manusia. 

Komitmen terhadap keadilan dalam negara hukum Pancasila 

harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, partisipatif, dan 
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melindungi kelompok rentan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan 

sektor swasta perlu menciptakan mekanisme dialog yang inklusif dan 

akuntabel, sehingga konflik diselesaikan dengan cara yang manusiawi 

dan berkelanjutan. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai cita-

cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan amanat 

konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. 
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Konsep dan Filosofi Peradilan Administrasi Dalam Sistem 

Hukum Tata Negara 
Peradilan administratif merupakan elemen fundamental dalam 

kerangka hukum tata negara, dengan tujuan utama untuk menjamin 

bahwa tindakan administratif pemerintah beroperasi dalam 

parameter legalitas dan kesetaraan. Fungsi peradilan administrasi 

memiliki nilai yang signifikan sebagai mekanisme untuk menjaga hak-

hak warga negara, terutama dalam konteks keputusan administratif 

yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mereka.  

Dari sudut pandang negara yang diatur oleh aturan hukum, 

peradilan administratif berfungsi sebagai instrumen penting dalam 

menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak 

individu sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Filosofi dasar dari 

peradilan administrasi berasal dari prinsip negara hukum 

(rechtsstaat), yang mengharuskan adanya kesesuaian antara setiap 

tindakan pemerintah dengan hukum yang berlaku.  

Negara hukum tidak hanya mengatur tentang kewenangan 

pemerintah, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hak-hak warga 

negara tidak akan terabaikan oleh kebijakan yang tidak sah. Prinsip ini 

menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

harus tunduk pada pengawasan hukum, dan setiap individu berhak 

untuk menggugat keputusan administratif yang mereka anggap 

melanggar hak mereka. Dalam kerangka ini, peradilan administrasi 

berfungsi untuk menguji legalitas keputusan administratif serta 

memberikan ruang bagi warga negara untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap keputusan yang sewenang-wenang (Silalahi, 

2020).  

Konsep peradilan administrasi juga tidak dapat dipisahkan dari 

prinsip legalitas, yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan 

pemerintahan yang berkeadilan. Setiap tindakan atau kebijakan 

administratif yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang jelas dan sah. Dengan demikian, 

prinsip legalitas ini menjamin bahwa keputusan administratif tidak 

boleh dilakukan secara sembarangan atau diskriminatif. Peradilan 

administrasi hadir untuk mengoreksi dan membatalkan kebijakan 

yang bertentangan dengan hukum, serta memastikan bahwa tindakan 

pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang ada. 
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memberi dampak lebih luas terhadap sistem kebijakan 

pemerintah.  

Dengan mengoreksi kebijakan yang tidak memenuhi prinsip-

prinsip hak asasi manusia, peradilan administrasi memastikan 

bahwa kebijakan pemerintah senantiasa memperhatikan hak-hak 

dasar setiap warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, 

pekerjaan, dan kebebasan pribadi. Oleh karena itu, peradilan 

administrasi menjadi sarana yang sangat efektif dalam mengoreksi 

kebijakan yang merugikan warga negara, sekaligus memastikan 

bahwa negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak 

warga negara. 

Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan 

administrasi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong 

reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan warga 

negara. Dalam banyak kasus, ketika keputusan peradilan 

administrasi mengoreksi atau membatalkan suatu kebijakan yang 

dianggap merugikan hak-hak warga negara, hal ini sering kali 

memicu perubahan kebijakan yang lebih adil dan pro-warga 

negara. Keputusan pengadilan administrasi yang menyatakan 

kebijakan pemerintah tidak sah atau melanggar hak asasi manusia 

memberikan sinyal kuat kepada pemerintah dan lembaga negara 

lainnya bahwa mereka perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang 

ada dan memperbaiki kebijakan tersebut agar lebih berpihak pada 

kepentingan publik. Dengan demikian, peradilan administrasi 

tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa individual, 

tetapi juga mendorong perubahan sistemik yang mengarah pada 

kebijakan yang lebih adil dan inklusif. 

Selain itu, dampak keputusan peradilan administrasi terhadap 

reformasi kebijakan juga dapat terlihat dari upaya pemerintah 

untuk memperbaiki prosedur dan regulasi yang ada. Ketika 

peradilan administrasi menemukan bahwa suatu kebijakan atau 

keputusan administratif tidak hanya merugikan warga negara, 

tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang 

berlaku, hal ini sering kali mendorong pemerintah untuk 

memperbaharui atau mereformasi kebijakan tersebut.  

Dalam banyak hal, keputusan peradilan administrasi menjadi 

titik balik bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam 



Peradilan Administrasi Sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Warga Negara 
 

 

88 Topan Yulia Pratama 

merumuskan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang 

diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan 

transparan. Proses ini juga memastikan bahwa pemerintah tidak 

hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga berkomitmen 

untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada hak-hak 

warga negara. 

Keputusan peradilan administrasi yang mengarah pada 

perubahan kebijakan juga dapat mempengaruhi peningkatan 

kualitas layanan publik. Misalnya, jika suatu kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan layanan kesehatan atau pendidikan 

dianggap tidak adil atau tidak memenuhi standar keadilan sosial, 

keputusan peradilan administrasi yang membatalkan atau 

mengoreksi kebijakan tersebut dapat mendorong perbaikan sistem 

layanan publik.  

Pemerintah, yang dipaksa untuk mematuhi putusan peradilan, 

akan terdorong untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme yang 

ada untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi semua 

warga negara. Hal ini, pada gilirannya akan berkontribusi pada 

pembentukan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di 

mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk 

memanfaatkan layanan yang diberikan oleh negara. Secara 

keseluruhan, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan 

administrasi tidak hanya memfasilitasi penyelesaian konflik 

administratif, tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada 

promosi kebijakan yang lebih pro-warga negara.  

Dengan memberi warga kesempatan untuk menggugat 

kebijakan yang berdampak buruk pada hak-hak mereka, di 

samping memperbaiki kebijakan yang menyimpang dari standar 

hukum dan prinsip-prinsip keadilan, pengadilan administrasi 

berfungsi sebagai mekanisme penting dalam memperkuat 

supremasi hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan 

warga negara.  

Melalui peran ini, peradilan administrasi membantu 

mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada 

kepentingan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah 

selalu memperhatikan hak-hak dasar warga negara. 
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Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara 

Kedaulatan rakyat dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara (HAN) 

memiliki kedudukan yang amat fundamental dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia. (Hidayat 2017:95) Konsep ini bukan hanya 

sekadar prinsip abstrak, melainkan wujud nyata dari demokrasi 

konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 

1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar” (Singh and Syahur 2023:5).  

Dengan demikian, setiap cabang kekuasaan negara, termasuk 

kekuasaan administrasi, harus tunduk pada prinsip kedaulatan rakyat 

yang berimplikasi pada mekanisme kontrol, partisipasi, dan 

perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara, kedaulatan rakyat menemukan 

manifestasinya melalui jaminan akses masyarakat untuk menggugat 

tindakan pemerintah, memperoleh keadilan, serta memastikan 

aparatur negara bertindak sesuai hukum. (Iswahyudi 2024:295) 

Secara teoretis, gagasan kedaulatan rakyat lahir dari pemikiran 

klasik para filsuf politik Barat. Jean Jacques Rousseau mengemukakan 

bahwa negara terbentuk atas dasar kehendak rakyat melalui suatu 

perjanjian sosial (social contract). Rousseau membedakan antara 

kehendak seluruh rakyat (volonté de tous) yang bekerja pada saat 

pendirian negara, dan kehendak umum (volonté générale) yang 

berlaku setelah negara berdiri melalui keputusan mayoritas. 

Pemikiran ini menegaskan bahwa rakyatlah yang menjadi sumber 

kekuasaan tertinggi (Rudy 2015:257–58). John Locke memperluas 

gagasan tersebut dengan membedakan pactum unionis (kesepakatan 

membentuk masyarakat politik) dan pactum subjectionis (penyerahan 

sebagian hak kepada pemerintah).  

Bagi Locke, kekuasaan pemerintah tetap bersumber pada rakyat, 

sehingga penguasa berkewajiban mengembalikan hak-hak tersebut 

melalui peraturan yang adil. (Afandi and Basuki 2023:2) Sementara 

itu, Montesquieu menekankan pemisahan kekuasaan (trias politica) 

sebagai syarat utama untuk menjamin kebebasan rakyat dari 

dominasi absolut pemerintah (Iswahyudi 2024:293). 

Di Indonesia, gagasan kedaulatan rakyat diinterpretasikan 

melalui demokrasi perwakilan (representative democracy) 
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khususnya asas akuntabilitas, proporsionalitas, dan kepastian 

hukum. Lemahnya sistem pengawasan atas diskresi membuka 

peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.  

Di sini, PTUN memiliki peran vital, karena pengadilan dapat 

menguji apakah penggunaan diskresi telah dilakukan secara 

proporsional dan sesuai hukum. Dengan kewenangan ini, PTUN 

mendorong agar pejabat publik berhati-hati, transparan, dan 

bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak 

pada masyarakat. 

Dalam kerangka lebih luas, akuntabilitas dipandang sebagai 

kunci dari good governance. Akuntabilitas mencerminkan 

hubungan antara pemegang akun (account holder) dan pembuat 

akun (accounter), di mana pejabat publik berkewajiban untuk 

menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada 

masyarakat atau lembaga pengawas. Akuntabilitas dalam hukum 

administrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk.  

Pertama, akuntabilitas politik-administratif, yang menuntut 

agar pejabat eksekutif dan legislatif bertanggung jawab kepada 

publik untuk memastikan legitimasi demokratis. Kedua, 

akuntabilitas hukum, yang memastikan bahwa setiap kebijakan 

dan tindakan pemerintah diuji berdasarkan hukum yang berlaku. 

Kombinasi keduanya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih 

responsif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (Okitsu 

2015:105–6). 

Dalam perspektif internasional, prinsip-prinsip good 

governance menegaskan enam elemen utama: akuntabilitas, 

transparansi, rule of law, responsivitas, keadilan dan inklusivitas, 

serta efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas menuntut agar pejabat 

publik dapat menjelaskan setiap kebijakan dan tindakannya. 

Transparansi menjamin bahwa prosedur dan pelaksanaan 

pemerintahan jelas dan dapat diakses publik. Rule of law 

memastikan adanya kerangka hukum yang menjadi dasar 

kewenangan pemerintah. Sementara itu, responsivitas, keadilan, 

dan inklusivitas menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan (Nik Mahmod 2013:1–2).  
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Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

memperluas kewenangan PTUN, termasuk menguji tindakan 

faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya 

administratif, dan memutus putusan fiktif positif. Perluasan 

kewenangan ini mempertegas tanggung jawab pemerintah dalam 

menyediakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan murah. 

Pengembangan sistem akuntabilitas di masa depan menuntut 

inovasi yang mengintegrasikan teknologi, partisipasi publik, dan 

penguatan kelembagaan.  

Sistem e-government yang terintegrasi dapat mempercepat 

pengawasan, memperjelas proses eksekusi putusan PTUN, dan 

mengurangi hambatan birokrasi. Penerapan sistem digital, seperti 

e-court dan pelaporan online, akan meningkatkan efektivitas 

pengawasan. Namun, untuk memastikan keberhasilan, penguatan 

kapasitas kelembagaan juga mutlak diperlukan. Hal ini mencakup 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan 

regulasi, serta koordinasi antar lembaga pengawas.  

Transparansi dalam implementasi kebijakan, penyusunan 

standar operasional prosedur, serta peningkatan profesionalitas 

pejabat publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem 

akuntabilitas yang kokoh (Kusumaningsih 2025:386). Dengan 

demikian, kombinasi antara teknologi, regulasi yang jelas, dan 

keterlibatan masyarakat akan menciptakan ekosistem 

pemerintahan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai 

dengan prinsip good governance.  
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Posisi Kekuasaan Eksekutif Dalam Hukum Tata Negara & 

Hukum Administrasi  

Kekuasaan pemerintahan (bestuur) yang merupakan objek hukum 

administrasi memiliki arti sturing (stuur). Konsep stuur pada 

dasarnya mengandung unsur-unsur berikut: 1) Stuur sebagai aktivitas 

yang berkelanjutan; Kekuasaan pemerintah untuk menerbitkan izin 

mendirikan bangunan misalnya tidak hanya berhenti setelah izin 

dikeluarkan, tetapi kekuasaan pemerintah selalu mengawasi bahwa 

izin yang dimaksud digunakan dan dipatuhi. 2) Stuur terkait dengan 

penggunaan kekuasaan.  

Konsep kekuasaan adalah konsep hukum publik. Sebagai konsep 

hukum publik, penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip 

supremasi hukum, prinsip demokrasi, dan prinsip instrumental. 

Terkait dengan prinsip negara hukum adalah asas wet en 

rechtmatigheid van bestuur, asas demokrasi berkaitan dengan prinsip 

keterbukaan, sedangkan prinsip instrumental terkait dengan asas 

efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3) 

Stuur mencakup bidang di luar bidang legislatif dan bidang peradilan. 

Bidang ini lebih dari sekadar bidang eksekutif. 4) Stuur selalu 

diarahkan ke tujuan (doelgericht) (Susanto, S. N. 2020).  

Kekhawatiran utama tentang keberlanjutan pemerintahan 

demokratis di negara demokrasi baru adalah konsentrasi kekuasaan 

di cabang eksekutif dan potensi yang diciptakannya untuk 

penyalahgunaan. Kekhawatiran ini dirasakan terutama sehubungan 

dengan konsentrasi kekuasaan legislatif. Memeriksa Kekuasaan 

Presiden menjelaskan tingkat ketergantungan pada keputusan 

eksekutif dalam perspektif komparatif.  

Membangun gagasan komitmen kelembagaan, yang 

mempengaruhi penegakan aturan pengambilan keputusan, bab ini 

akan menjelaskan sejauh mana negara-negara mengandalkan otoritas 

dekrit eksekutif, karena lebih banyak ketergantungan dapat 

menyebabkan sistem presidensial yang tidak seimbang dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Terobosan jalan 

baru dengan berteori dan menganalisis otoritas dekrit secara empiris 

dari perspektif komparatif, perlu untuk mengkaji lebih lanjut ini 
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2. Penyusunan Aturan Pelaksana: Legislasi harus mewajibkan 

pembuatan aturan pelaksana yang jelas dan terukur untuk setiap 

putusan pengadilan, guna menghindari ketidakpastian hukum 

(Phiau et al., 2025; Martitah et al., 2023). 

3. Koordinasi Antar-Lembaga: Sinergi dan harmonisasi antar penegak 

hukum, lembaga pengawas, serta pelibatan masyarakat sipil sangat 

penting untuk efektivitas penegakan (Tomagola et al., 2024; 

Suprapto, 2023). 

 

Reformasi legislasi, penegakan putusan administrasi, dan 

penguatan checks and balances harus dilakukan secara simultan 

melalui perluasan kewenangan lembaga pengawas, penguatan 

mekanisme sanksi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi 

publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis 

dan akuntabel di Indonesia. Adapun strategi memperbaiki checks and 

balances sebagaimana dirangkum dari berbagai referensi 

diantaranya: 

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Pengawas: meningkatkan kapasitas, 

independensi, dan sumber daya lembaga pengawas seperti DPD, 

MA, MK, dan Komisi Yudisial (Herlinanur et al., 2024; Pramono et 

al., 2025). 

2. Pendidikan Politik dan Budaya Hukum: edukasi politik dan 

penguatan budaya hukum masyarakat serta pejabat publik untuk 

mendukung sistem pengawasan yang sehat (Herlinanur et al., 

2024; Lailam, 2021). 

3. Transparansi dan Partisipasi Publik: Mendorong keterbukaan 

informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan media 

untuk mengawasi proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan 

(Martitah et al., 2023; Tomagola et al., 2024). 

 

Kekuasaan Eksekutif dan Akuntabilitas Demokratis 
Hubungan antara kekuasaan eksekutif dan akuntabilitas demokratis 

adalah inti dari fungsi demokrasi modern. Penelitian menyoroti 

bahwa meskipun otoritas eksekutif yang kuat dapat memungkinkan 

tata kelola yang menentukan, itu juga menimbulkan risiko terhadap 

norma-norma demokrasi jika tidak diimbangi dengan mekanisme 

akuntabilitas yang kuat.  

https://consensus.app/papers/locke-and-executive-power-goldie/df169dee1e045248b1dfd3e161927bd8/
https://consensus.app/papers/locke-and-executive-power-goldie/df169dee1e045248b1dfd3e161927bd8/
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Keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan akuntabilitas 

bervariasi menurut sistem (presiden vs. parlemen) dan menurut 

negara, dengan AS, Inggris, Jerman, Prancis, India, dan UE 

menawarkan beragam model dan tantangan (Barat, 2022; Fabbrini, 

2021; Mawar-Ackerman, 2022; Daly, 2021; Târlea et al., 2023). 

Dengan menarik benang merah dari sejumlah kajian tentang relasi 

kekuasaan dan akuntabilitas demokratis, dapat diidentifikasi sejumah 

corak akuntabilitas, sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Vertikal (Pemilihan) 

Eksekutif akan dimintai pertanggungjawaban melalui pemilihan 

umum, bebas, dan adil, memungkinkan warga negara untuk 

memberi penghargaan atau menghukum pemimpin atas tindakan 

mereka. Namun, mekanisme ini dapat dirusak oleh praktik seperti 

gerrymandering, penindasan pemilih, atau manipulasi undang-

undang pemilu (Khaitan, 2020; Khaitan, 2019). 

2. Akuntabilitas Horizontal 

Lembaga seperti legislatif, peradilan, dan lembaga independen 

berfungsi sebagai lembaga penyeimbang terhadap kekuasaan 

eksekutif. Pemisahan kekuasaan yang efektif dan checks and 

balances sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan 

memastikan pengawasan bersama (Persson et al., 1997; Fombad, 

2020; Signé, 2019; Khaitan, 2019; Daly, 2021). 

3. Akuntabilitas Diagonal (Diskursif) 

Masyarakat sipil, media, dan akademisi memainkan peran penting 

dalam meneliti tindakan eksekutif dan menginformasikan publik, 

yang penting untuk akuntabilitas pemilu yang bermakna (Khaitan, 

2020; Khaitan, 2019; Daly, 2021). Akuntabilitas demokratis 

kekuasaan eksekutif bergantung pada kombinasi pemeriksaan 

elektoral, kelembagaan, dan sosial.  

 

Sementara eksekutif yang kuat bisa efektif, kekuasaan yang tidak 

terkendali berisiko merusak demokrasi. Mempertahankan dan 

memperkuat mekanisme akuntabilitas sangat penting, terutama 

selama krisis dan periode ekspansi eksekutif. Terdapat sejumlah 

tantangan dan kecenderungan berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Krisis dan Ekspansi Eksekutif 

Selama krisis (misalnya, COVID-19), eksekutif sering memperluas 

kekuasaan mereka, yang dapat membebani mekanisme 

akuntabilitas yang ada. Negara-negara dengan struktur 

akuntabilitas yang kuat yang sudah ada sebelumnya lebih tangguh 

dalam mempertahankan standar demokrasi (Lozano et al., 2021; 

Khaitan, 2020). 

2. Peningkatan Eksekutif 

Peningkatan kekuasaan eksekutif secara bertahap dan sistemik, 

seringkali dibenarkan oleh efisiensi atau nasionalisme, dapat 

mengikis ketiga bentuk akuntabilitas, mengancam 

konstitusionalisme demokratis (Khaitan, 2020; Khaitan, 2019). 

3. Persepsi Publik 

Warga negara dapat meminta pertanggungjawaban eksekutif atas 

hasil kebijakan dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 

Namun lingkup prosedural yang berlebihan seringkali justru 

menyebabkan reaksi publik yang kontra (Ansolabehere & 

Rogowski, 2020; Mulia, 2021; Becher & Brouard, 2020). 
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Perkembangan Asas Legalitas 

Pada awal penerapan hukum di Indonesia, prinsip legalitas dapat 

ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik 

yang lama maupun yang baru yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

Dalam KUHP yang lama, prinsip legalitas dijelaskan dalam pasal 1 

ayat (1) yang menyatakan “tidak ada tindakan yang dapat dijatuhi 

hukuman, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-

undang yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukan.” KUHP yang 

lama merupakan warisan Belanda, dalam bahasa Belanda, kalimat 

tersebut berbunyi “Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene 

daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling”.   

Asas legalitas dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang 

menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam pelaksanaan 

hukum di Indonesia. Dalam tinjauan sejarah, Napoleon Bonaparte 

mengintegrasikan asas legalitas ke dalam Pasal 4 Code Penal di 

Prancis, dan ketika Perancis menguasai Belanda, aturan ini diterapkan 

di negara tersebut melalui Pasal 1 Wetboek van Strafrecht Nederland 

1881. Akibat dari penjajahan Belanda di Hindia Belanda, ketentuan itu 

selanjutnya diterapkan di Hindia Belanda (Indonesia) melalui Pasal 1 

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië 1918. Saat Indonesia 

mengumumkan kemerdekaannya, dengan prinsip kesesuaian 

menerapkan undang-undang pidana tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946.  

Dengan demikian, Indonesia mengadopsi prinsip legalitas dan 

mengimplementasikannya dalam sistem hukum di Indonesia. Asas 

legalitas muncul sebagai pembatasan kekuasaan yang absolut atau 

mutlak dari raja-raja. Kekuasaan yang terlalu absolut akan 

menimbulkan kesewenang-wenangan, salah satu contohnya 

kejahatan yang dinamai crimine extra ordinaria.  

Kejahatan yang dikenal sebagai crimine extra ordinaria merujuk 

pada tindak pidana yang tidak tercantum dalam peraturan hukum. 

Tindak kejahatan yang disebut crimine stellionatus (tindakan jahat) 

ditentukan oleh preferensi seorang raja. Penilaian mengenai benar 

dan salah ditentukan oleh otoritas raja. Penerapan prinsip legalitas 

kemudian meluas, tidak hanya diterapkan pada hukum pidana baik 
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Dalam konteks hukum pidana, asas ini memastikan tidak ada 

hukuman yang diberikan tanpa dasar hukum yang jelas (nullum 

delictum nulla poena sine praevia lege poenali). Hal ini mencegah 

penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh pihak berwajib 

dan menjaga hak-hak individu. Sementara itu, kepastian hukum 

berarti hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan 

tetap tidak berubah-ubah.  

Asas legalitas menjadi pondasi utama kepastian hukum karena 

memastikan aturan sudah jelas dari awal. Tanpa adanya asas legalitas, 

kepastian hukum tidak mungkin tercapai. Dalam hukum, aspek 

keadilan merupakan tujuan akhir. Keadilan adalah tujuan tertinggi 

dari hukum. Dari perspektif keadilan, kepastian hukum tidak boleh 

menjadi tujuan akhir yang kaku, melainkan harus tunduk pada nilai-

nilai keadilan itu sendiri. Hukum bukan hanya teks, tetapi cerminan 

moral.  

Dalam pandangan filsafat hukum kontemporer, hukum tidak 

hanya dipandang sebagai produk aturan yang kaku, tetapi juga sebagai 

cermin moral dan akal sehat masyarakat. Oleh karena itu, penerapan 

legalitas dan kepastian hukum harus diselaraskan dengan keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif keadilan sosial, 

legalitas dan kepastian hukum tidak berdiri sendiri, melainkan harus 

saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.  

Asas legalitas dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang 

harus didasari oleh peraturan hukum tertulis dan undang-undang 

yang menjadi dasar tindakan tersebut. Tindakan pemerintah tidak 

hanya sah secara prosedur, tetapi juga harus adil, tidak sewenang-

wenang, serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi 

manusia, serta prinsip konstitusi. Dalam menerapkan asas legalitas, 

harus dilakukan dengan bijak dan memperhatikan nilai-nilai keadilan 

yang terkandung dalam masyarakat.  

Misalnya, hakim dapat menggunakan penafsiran sosiologis untuk 

menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial dan budaya tertentu, 

sehingga tercapai keadilan yang sesungguhnya. Di sisi lain, kepastian 

hukum tidak boleh kaku dan buta terhadap perkembangan kondisi 

sosial. Hukum yang tidak fleksibel bisa menjadi sumber ketidakadilan. 

Sebaliknya, hukum harus dinamis dan mampu merespons tuntutan 

keadilan sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat. 
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Tetapi apabila legalitas dan kepastian hukum ditegakkan secara 

kaku tanpa mempertimbangkan konteks keadilan, akan timbul 

masalah. Pada mulanya, asas legalitas dipahami secara formal 

(legalitas formil), yaitu cukup jika suatu perbuatan diatur dalam 

undang-undang. Namun, dalam perspektif keadilan, muncul 

pemahaman legalitas materiil, yang menuntut agar isi atau substansi 

undang-undang itu sendiri harus adil dan tidak sewenang-wenang. 

Terkait kepastian hukum, hakim dapat berhadapan dengan dilema 

antara menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan.  

Sebagai contoh, dalam kasus pidana ringan di mana pelaku dan 

korban sudah berdamai, penegakan hukum yang kaku akan 

melanjutkan kasus tersebut, padahal keadilan restoratif bisa lebih 

bermanfaat. Dalam situasi seperti ini, hakim diwajibkan untuk 

melakukan penemuan hukum agar putusan yang dikeluarkan tidak 

hanya berdasarkan aspek legalitas, tetapi juga mampu mencapai 

keadilan yang sesungguhnya. Keadilan berperan penting dalam 

memastikan bahwa penerapan hukum dan ketertiban hukum tidak 

merugikan nilai-nilai moral serta kemanusiaan, serta dapat berubah 

mengikuti kondisi sosial yang ada. 
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Konsep AUPB Dalam Hukum Administrasi dan PTUN 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki legitimasi 

konstitusional yang berakar pada prinsip negara hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara hukum 

menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada 

hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan. Prinsip ini menjadikan AUPB sebagai instrumen 

normatif yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara (Sri 

Nur Hari Susanto, 2021). 

Pengakuan eksplisit terhadap AUPB terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(UU AP). Pasal 10 ayat (1) UU AP menyebutkan bahwa setiap 

keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan harus 

berdasarkan pada AUPB. Pasal 10 ayat (2) kemudian merinci asas 

tersebut, antara lain: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas 

ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan 

wewenang, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum. 

Selain UUPA, dasar hukum AUPB juga ditemukan dalam UU No. 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah 

dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Pasal 53 ayat 

(2) huruf b UU PTUN menegaskan bahwa salah satu alasan gugatan 

adalah apabila keputusan tata usaha negara bertentangan dengan 

AUPB. Ketentuan ini memperkuat posisi AUPB sebagai standar 

legalitas materiil dalam hukum acara PTUN (Indroharto, 1993). 

Dalam praktiknya, keberadaan AUPB memungkinkan hakim 

PTUN untuk tidak hanya menilai aspek formal suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara (KTUN), tetapi juga menilai substansi dan prosedur 

penerbitan keputusan tersebut. Dengan demikian, AUPB menjadi 

instrumen penting dalam mengawal prinsip rule of law dan prinsip 

good governance (Ridwan HR, 2014). Selain itu, Mahkamah Agung 

melalui berbagai putusan juga menegaskan pentingnya penerapan 

AUPB.  

Misalnya, dalam putusan PTUN mengenai pembatalan izin usaha 

pertambangan yang tidak memenuhi asas kecermatan dan asas 

kepastian hukum, hakim menekankan bahwa pelanggaran AUPB 

dapat menjadi alasan kuat untuk membatalkan KTUN. Hal ini 
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keputusan tersebut berdasarkan asas kepatutan, kecermatan, dan 

keadilan. Peran ini menegaskan bahwa hakim administrasi berfungsi 

sebagai penafsir aktif yang menjaga keseimbangan antara 

kepentingan negara dan hak warga negara (Ach. Nadzirun Ilham, et.al., 

2022). 

Hakim PTUN melalui penerapan AUPB dapat mengembangkan 

asas baru yang relevan dengan dinamika masyarakat. Misalnya, asas 

perlindungan ekspektasi yang sah (legitimate expectation) yang 

berasal dari hukum Belanda, kini diakui dalam praktik PTUN 

Indonesia. Dengan demikian, AUPB menjadi instrumen yuridis yang 

fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan 

hukum administrasi.  

Urgensi AUPB juga terletak pada fungsinya dalam memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB secara tegas 

dinyatakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Norma ini memberi kejelasan bahwa masyarakat memiliki tolok ukur 

objektif untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan 

pemerintah telah sesuai dengan hukum (Hezron Sabar Rotua 

Tinambunan et.al., 2021). 

Kepastian hukum melalui AUPB memberikan rasa aman bagi 

warga negara untuk berinteraksi dengan pemerintah. Masyarakat 

dapat memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan administrasi, 

sehingga mengurangi potensi sengketa. Hal ini juga mendukung 

tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

1 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu bahwa Indonesia adalah negara hukum 

yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama kekuasaan 

(Asshiddiqie, 2010). 

Urgensi AUPB dalam PTUN semakin menonjol setelah lahirnya 

UU No. 30 Tahun 2014 yang memperluas objek sengketa tidak hanya 

pada KTUN, tetapi juga tindakan pemerintahan (feitelijke 

handelingen). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa AUPB 

menjadi instrumen penting untuk menguji baik keputusan maupun 

tindakan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan 

kepatutan. Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa AUPB 

memiliki kedudukan vital dalam hukum acara PTUN.  
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AUPB berfungsi melindungi hak warga negara, mendorong good 

governance, meningkatkan peran hakim sebagai guardian of 

administrative justice, dan memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Kombinasi fungsi tersebut menegaskan bahwa AUPB 

bukan sekadar norma etik, melainkan prinsip hukum yang mengikat 

dan berdaya korektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

(Ridwan, 2018). 
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Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum 

Konstitusi Indonesia menyatakan secara jelas pada Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai implikasinya, 

segala sesuatu harus ada hukumnya, yang artinya segala aspek 

penyelenggaraan bernegara di Indonesia tidak dapat terlepas dari 

hukum, sehingga semuanya harus diatur sesuai dengan apa yang 

digariskan dalam peraturan perundang-undangan.  

Disebutkan beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar sebuah 

negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum yang mana 

karakteristik tersebut harus dimiliki ketatanegaraan Indonesia, 

sebagai berikut (Oemar Seno Adji, 1980): 

1. Hak Asasi Manusia harus dilindungi dan diakui, sehingga hal ini 

akan terwujud melalui tidak ada pembeda-bedaan dalam berbagai 

aspek, seperti halnya politik, ekonomi, sosial, budaya serta 

pendidikan; 

2. Adanya prinsip legalitas yang terbentuk dalam berbagai bentuk 

produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia berdasarkan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan; dan 

3. Eksistensi lembaga yudikatif dalam hal ini peradilan yang merdeka 

dan bebas dari intervensi siapapun, artinya tidak dapat 

dipengaruhi oleh kekuasaan lain.  

Sesuai dengan poin-poin di atas, fokus utama mengarah pada 

keberadaan sebuah peradilan harus netral dan tidak dapat 

dipengaruhi oleh kekuasaan lain serta tidak bersifat memihak dan 

harus bebas dalam membuat putusannya dan menjadi salah satu 

elemen penting penyelenggaraan bernegara hukum di Indonesia (Ni 

Nengah Adiyaryani, 2017). Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 

salah satu aktor utama yang memegang peran penting dalam 

terselenggaranya peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.  

Ketentuan mengenai proses beracara di persidangan Peradilan 

Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Undang-Undang yang sudah 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan 

hukum dan dinamika di dalam ketatanegaraan dan masyarakat. 
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Dari keseluruhan perilaku Hakim yang diatur tersebut, prinsip 

imparsialitas dan independensi hakim, dalam hal ini Hakim Peradilan 

Tata Usaha Negara secara jelas dijabarkan dalam berbagai perilaku 

yang sudah dijabarkan satu per satu pada bagian di atas.  

Akan tetapi, ada 2 (dua) perilaku yang secara tegas yang paling 

terkait dengan prinsip imparsialitas dan independensi Hakim, 

khususnya pada perilaku arif dan bijaksana; serta bersikap mandiri. 

Perilaku arif dan bijaksana yang harus dimiliki oleh Hakim Peradilan 

Tata Usaha Negara akan menjadikan Hakim akan terus menjadikan 

putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kebenaran hukum, agama 

berdasarkan keadaan dimasa tersebut dan menyadari dampak dari 

tindakannya dikemudian hari. Hal tersebut akan menjadikan Hakim 

berhati-hati dalam setiap sikap dan tindakan, dan membuka diri untuk 

hal baru yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang luas.  

Selain itu, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan harus 

mandiri yang berarti sebagai seorang Hakim harus memiliki 

kemampuan untuk membuat putusan berdasarkan keyakinan sendiri 

tanpa intervensi dari pihak manapun, bahkan dari lembaga kekuasaan 

lain, seperti lembaga pemerintah ataupun lembaga pembentuk 

peraturan perundang-undangan, dan bahkan golongan tertentu yang 

dianggap memiliki kepentingan yang pada akhirnya diduga akan 

memiliki berpotensi mempengaruhi prinsip imparsialitas dan 

independensi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.  

Kemampuan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara menegakkan 

tujuan hukum tertinggi, yaitu keadilan dengan cara memastikan 

bahwa keputusan administrasi negara tidak merugikan warga negara 

sehingga tidak menghianati kepercayaan masyarakat terhadap 

Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pada prinsipnya tercapainya 

hukum yang adil melalui putusan Hakim akan berimplikasi yuridis 

terhadap tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Karena tujuan hukum 

tertinggi adalah tercapainya keadilan bagi masyarakat yang melalui 

sengketa tata usaha negara. 
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Epistemologi Objek Sengketa Dalam Hukum Administrasi 

Negara  

Objek sengketa dalam hukum administrasi negara Indonesia 

didasarkan pada filosofi negara hukum dan prinsip perlindungan hak 

warga negara. Kriteria utamanya adalah keputusan atau tindakan 

pejabat TUN yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat 

hukum, baik berupa keputusan tertulis maupun tindakan faktual, 

selama berada dalam ranah hukum publik.  

Penentuan "objek sengketa" dalam hukum administrasi negara 

(TUN) di Indonesia berakar pada filosofi negara hukum (rechtsstaat) 

yang menempatkan hukum sebagai dasar pembatas dan pengendali 

kekuasaan pemerintah, serta perlindungan hak warga negara.  

Objek sengketa TUN pada dasarnya adalah keputusan atau 

tindakan administratif pemerintah yang menimbulkan akibat hukum 

bagi individu atau badan hukum. Landasan Filosofis objek sengketa 

dalam hukum administrasi negara Adalah sebagai berikut: 

1. Negara Hukum (Rechtsstaat)  

Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin 

perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya 

peradilan administrasi sebagai sarana kontrol (Zamzami & Muslim, 

2023; Zahran et al., 2023). 

2. Pancasila dan UUD 1945 

Penyelesaian sengketa TUN harus mengedepankan musyawarah, 

keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat (Aspani, 2018; 

Zamzami & Muslim, 2023; Zahran et al., 2023). 

Sejak UU No. 30/2014, cakupan objek sengketa diperluas 

mencakup tindakan faktual, namun menimbulkan perdebatan terkait 

batasan dan kepastian hukum (Fadillah et al., 2023; Penu et al., 2024; 

Aji, 2019; Sudarsono & Izroiel, 2022). PERMA No. 2/2019 menegaskan 

tindakan pemerintah (rechtshandelingen dan feitelijke handelingen) 

dapat menjadi objek sengketa jika menimbulkan akibat hukum 

(Sudarsono & Izroiel, 2022).  

Konstruksi sosial terhadap "objek sengketa" dalam hukum 

administrasi negara mengalami pergeseran penting: dari pendekatan 
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2. Pendekatan Konstruktivisme dan Progresif 

Filsafat hukum administrasi sebaiknya mengadopsi paradigma 

konstruktivisme, di mana objek sengketa dikonstruksi secara 

dinamis sesuai kebutuhan keadilan substantif, bukan sekadar 

legal-formal. Teori keadilan Pancasila, keadilan bermartabat, dan 

hukum progresif dapat menjadi landasan untuk menilai apakah 

suatu tindakan/keputusan layak menjadi objek sengketa 

(Panjaitan et al., 2023). 

3. Pengakuan Citizen Lawsuit dan Kepentingan Umum 

Rekonstruksi juga perlu mengakomodasi gugatan warga (citizen 

lawsuit) sebagai objek sengketa, terutama ketika negara gagal 

memenuhi hak-hak konstitusional warga, meski belum diatur 

eksplisit dalam undang-undang (Sudiarawan et al., 2022). 

4. Penegasan Subjek dan Objek Sengketa 

Objek sengketa harus mencakup seluruh tindakan atau keputusan 

badan/pejabat administrasi yang berdampak pada hak, kebebasan, 

atau kepentingan hukum warga, baik individual maupun kolektif 

(Panjaitan et al., 2023; Stakhov & Porivaev, 2022; Zi, 2023). 

 

Dari rekonstruksi teoritis, maka dapat diformulasikan sejumlah 

rekomendasi guna memperjelas objek sengketa: 

1. Peraturan harus memberikan definisi eksplisit dan komprehensif 

tentang objek sengketa, mencakup tidak hanya keputusan tertulis, 

tetapi juga tindakan nyata, sikap diam pejabat, dan dampak 

administratif yang merugikan hak warga. Standarisasi ini 

mencegah ambiguitas dan memperkuat kepastian hukum 

(Muhammuddin et al., 2023). 

2. Setiap tahap proses administratif atau proyek harus memiliki 

pedoman jelas tentang potensi objek sengketa, sehingga pihak yang 

dirugikan dapat mengidentifikasi dan mengajukan sengketa secara 

tepat (Muhammuddin et al., 2023). 

3. Standar pembuktian sebaiknya tidak hanya berbasis angka 

probabilitas, tetapi juga mengharuskan bukti yang mampu 

menyingkirkan semua kemungkinan kesalahan yang relevan. Bukti 

harus sensitif dan berkaitan langsung dengan klaim yang 

disengketakan, bukan sekadar statistik atau dugaan (Gardiner, 

2019). 



Objek Sengketa: Antara Fakta Hukum dan Konstruksi Kekuasaan 
 

 

204 Vegitya Ramadhani Putri 

4. Untuk kasus yang berdampak besar pada hak atau kepentingan 

publik, gunakan standar pembuktian yang lebih tinggi seperti 

“clear and convincing evidence”, bukan sekadar “preponderance of 

evidence” (Gardiner, 2019). 

5. Promosikan mediasi, arbitrase, dan negosiasi terstruktur untuk 

mengurangi dominasi kekuasaan dan memperkuat posisi pihak 

lemah. Pelatihan negosiasi dan penggunaan teknologi (AI, data-

driven tools) dapat membantu menyeimbangkan kekuatan (Sabri, 

2025; Balzer & Schneider, 2021). 

6. Penerapan pendekatan berbasis strategi, sikap, dan proses untuk 

meminimalkan bias dalam penyelesaian sengketa. Pengawasan 

eksternal dan transparansi proses sangat penting untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan (Li & Cheung, 2020; Cheung & Li, 

2019). 

 

Reformasi regulasi, peningkatan standar pembuktian, dan 

penguatan mekanisme pengawasan sangat penting untuk 

memperjelas objek sengketa, meningkatkan keadilan pembuktian, 

serta melindungi warga dari konstruksi kekuasaan yang merugikan. 

Memperjelas objek sengketa, meningkatkan standar pembuktian, dan 

melindungi dari konstruksi kekuasaan yang merugikan memerlukan 

reformasi regulasi, penguatan prosedur pembuktian, serta 

mekanisme pengawasan kekuasaan. 
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Pendahuluan: Gugatan Warga Negara Sebagai Instrumen 

Perlindungan Hukum Publik 

1. Latar Belakang dan Urgensi: Mengapa Gugatan Warga Negara 

Penting Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia? 

Dalam paradigma negara hukum modern, hubungan antara negara 

dan warga negara telah mengalami pergeseran mendasar (Iqbal, 

2012). Pemerintah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 

entitas yang berkuasa, melainkan sebagai penyelenggara 

pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk melayani, 

melindungi, dan menjamin kesejahteraan warganya.  

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan mekanisme hukum 

yang memungkinkan warga negara untuk menuntut akuntabilitas 

negara ketika terjadi kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi 

kewajiban tersebut (Bimasakti, 2018). Gugatan Warga Negara 

(Citizen Lawsuit-CLS) hadir sebagai salah satu manifestasi dari 

kebutuhan ini.  

CLS didefinisikan sebagai "akses orang perorangan atau warga 

negara untuk mengajukan permohonan di pengadilan untuk dan 

atas nama kepentingan warga negara atau kepentingan publik". 

Tujuannya adalah untuk "melindungi warga negara dari 

kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan 

atau pembiaran negara atau otoritas negara" (Manullang, 2023).  

Konsep ini mencerminkan transisi dari model administrasi 

negara klasik yang bersifat hierarkis dan paternalistik menuju 

paradigma baru yang lebih sinergis dan partisipatif, yang dikenal 

sebagai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.  

Kehadiran CLS menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good 

governance, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan 

pelayanan publik yang baik, tidak lagi hanya menjadi wacana 

administratif atau pedoman moral.  

Sebaliknya, CLS telah menjadi instrumen yuridis praktis yang 

memungkinkan warga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip 

ini di hadapan pengadilan. Logika kausalnya adalah sebagai 

berikut: kegagalan atau kelalaian negara dalam menjalankan 

fungsinya, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum 

publik, memicu kerugian bagi kepentingan umum.  
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c. Penguatan Mekanisme Eksekusi: diperlukan mekanisme yang 

dapat memberikan daya paksa terhadap putusan pengadilan 

yang memerintahkan pemerintah untuk membuat kebijakan. 

Hal ini dapat melalui pengawasan ketat, sanksi administratif, 

atau instrumen hukum lainnya yang memaksa eksekutif untuk 

patuh. 

d. Edukasi Publik: warga negara perlu disadarkan akan haknya 

untuk menuntut akuntabilitas pemerintah, sehingga CLS dapat 

menjadi alat perlindungan hukum yang lebih sering dan efektif 

digunakan (Iqbal, 2012). 

 

Kesimpulan 
Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) adalah manifestasi dari 

pergeseran paradigma hukum yang fundamental, dari penegakan hak-

hak individual ke penegakan kepentingan publik. Konsep ini, yang 

awalnya merupakan transplantasi dari sistem common law, telah 

menemukan jalannya dalam sistem hukum civil law Indonesia, 

terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan 

PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menggeser kompetensi gugatan 

Onrechtmatige Overheidsdaad ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara.  

Pergeseran ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga 

substantif, karena basis gugatan bergeser dari Pasal 1365 KUHPerdata 

ke Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), memberikan 

tolok ukur yang lebih relevan untuk menilai kelalaian negara. 

Meskipun demikian, tantangan implementasi yang signifikan masih 

ada. Ketiadaan hukum acara yang seragam menyebabkan 

inkonsistensi dalam putusan pengadilan, dan problematika daya 

paksa terhadap putusan yang memerintahkan pembuatan kebijakan 

masih menjadi hambatan besar.  

Prospek CLS di masa depan sangat bergantung pada kemauan 

politik untuk mengkodifikasi doktrin progresif ini ke dalam kerangka 

hukum acara yang jelas. Dengan menyerap pelajaran dari pengalaman 

Public Interest Litigation di negara lain dan membangun sistem yang 

sesuai dengan kebutuhan nasional, CLS dapat menjadi instrumen 

perlindungan hukum yang andal dan efektif, mewujudkan prinsip-

prinsip good governance dan memastikan bahwa negara benar-benar 

melayani dan melindungi warganya. 
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Pengantar Legitimasi Keputusan Administratif Dalam 

Perspektif Hukum Publik 
1. Definisi dan Kedudukan Keputusan Administratif 

(Beschikking) 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah wujud sah kekuasaan 

publik oleh pejabat untuk melaksanakan undang-undang, 

kebijakan, dan pelayanan administratif (Febrian Chandra, 2024). 

Menurut UU No. 51/2009, KTUN bersifat tertulis, konkrit, 

individual, dan final, menimbulkan akibat hukum; UU No. 30/2014 

memperluas makna mencakup tindakan faktual dan keputusan 

fiktif positif, memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum 

warga (Enrico Simanjuntak, 2018).  

Menurut doktrin Belanda (Prins dan E. Utrecht), KTUN adalah 

tindakan hukum sepihak (eenzijdige publiekrechtelijke 

rechtshandeling) oleh pejabat berwenang (speciale bevoegdheid) 

yang menimbulkan rechtsgevolg tanpa persetujuan pihak terkait, 

dengan unsur: tertulis, pejabat berwenang, konkret, individual, dan 

final (Dian Aries Mujiburohman, 2022). 

KTUN menjadi jembatan antara norma hukum umum dan 

kenyataan sosial, mewujudkan hukum secara konkret, misalnya 

izin usaha perusahaan tertentu. Pejabat dapat menggunakan 

diskresi (freies Ermessen) bila peraturan tidak rinci, namun tetap 

tunduk pada AUPB, termasuk asas legalitas, kepastian hukum, 

kemanfaatan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan 

wewenang (detournement de pouvoir) (Kadar Pamuji et al., 2023).  

KTUN menjadi penghubung antara norma hukum dan praktik 

sosial, mewujudkan hukum secara konkret (misal: izin usaha), 

dengan diskresi pejabat dibatasi AUPB, asas legalitas, kepastian 

hukum, kemanfaatan, kecermatan, dan larangan detournement de 

pouvoir, dan tetap dapat diuji di PTUN untuk menegakkan 

rechtstaat, menjadikannya alat administratif sekaligus instrumen 

akuntabilitas, perlindungan hak, dan keadilan publik. 

 

2. Legitimasi Dalam Kerangka Negara Hukum (Rechtsstaat dan 

Rule of Law) 

Legitimasi KTUN memiliki legitimasi ganda: formal berdasarkan 

hukum positif dan material berdasarkan nilai moral, berlandaskan 
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elektronik yang diakui). Ini 
penting untuk kepastian 
dan pembuktian. 

pernah sah sebagai 
objek gugatan TUN. 

2. Dikeluarkan oleh 
Pejabat Berwenang 

Pejabat atau Badan yang 
mengeluarkan KTUN 
harus memiliki 
kewenangan yang sah 
(Atribusi, Delegasi, atau 
Mandat). 

Cacat kewenangan, 
berpotensi batal 
demi hukum (nietig 
van rechtswege) jika 
cacatnya sangat 
mendasar. 

3. Mencantumkan 
Dasar Hukum 

KTUN wajib 
mencantumkan 
konsiderans 
(mengingat), yaitu 
peraturan perundang-
undangan yang menjadi 
dasar hukum 
dikeluarkannya 
keputusan tersebut 
(implementasi Asas 
Legalitas). 

Cacat formil, 
KTUN dapat 
dibatalkan karena 
melanggar asas 
legalitas dan 
kepastian hukum. 

4. Final dan 
Menimbulkan 
Akibat Hukum 

KTUN harus bersifat final 
(definitif dan tidak 
memerlukan persetujuan 
lanjutan) dan 
menimbulkan akibat 
hukum yang jelas bagi 
individu atau badan 
hukum perdata. 

Jika belum final, 
KTUN bukan 
merupakan objek 
sengketa di PTUN. 

5. Dibuat Sesuai 
Prosedur 

Meliputi kepatuhan 
terhadap seluruh 
tahapan prosedural yang 
diwajibkan oleh undang-
undang, termasuk 
memberikan 
kesempatan didengar. 

Cacat prosedural, 
KTUN dapat 
dibatalkan oleh 
Hakim PTUN. 

Sumber: Diolah Penulis.  

 

Dalam hukum administrasi, Hakim PTUN berwenang menguji 

pemenuhan persyaratan formil KTUN. Pelanggaran kewenangan 

atau prosedur fundamental (legitimasi prosedural) menjadi dasar 

pembatalan keputusan, menegaskan bahwa hukum mengatur tidak 

hanya isi keputusan, tetapi juga cara pembuatannya. 
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g. Doktrin dan Yurisprudensi Sebagai Sumber Legitimasi 

Tambahan  
KTUN sebagai manifestasi kekuasaan eksekutif dengan akibat 

hukum, di mana legitimasi formal bersandar pada hukum 

tertulis dan legal-rational authority (Max Weber), sedangkan 

legitimasi material mencerminkan tanggung jawab etis pejabat. 

UU No. 30/2014 dan UU PTUN mengatur kewenangan, larangan 

détournement de pouvoir, dan penerapan AUPB, sementara 

yurisprudensi MA (168 K/TUN/1992, 01 P/HUM/2016, 63 

K/TUN/2018) menjadi standar pengujian formal dan material.  

Doktrin Belanda (C. Prins, Van der Pot, Utrecht) dan 

Indonesia (Indroharto, Philipus M. Hadjon) memperkuat KTUN 

melalui konsep beschikking, atribusi, delegasi, mandat, dan 

dasar moral-filosofis AUPB, menjadi acuan hakim PTUN. 

Menurut Hans Kelsen, KTUN sah jika sesuai kewenangan, 

prosedur, dan hierarki norma hingga UUD 1945, sehingga 

kombinasi hukum tertulis, AUPB, yurisprudensi, dan doktrin 

menjamin KTUN sah, rasional, adil, dan bertanggung jawab 

dalam Rechtsstaat. 
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Pengertian Hukum Formal dan Hukum Moral  

Hukum formal merupakan perangkat aturan yang ditetapkan secara 

resmi oleh negara untuk mengatur tata cara dan prosedur dalam 

proses hukum. Ia biasanya berbentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, atau peraturan peradilan yang menentukan langkah-

langkah teknis dalam beracara.  

Misalnya, hukum acara pidana (KUHAP) dan hukum acara 

perdata menjadi contoh nyata hukum formal di Indonesia. Karakter 

utama hukum formal adalah memberikan kepastian prosedural. 

Aturan ini memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan 

mekanisme yang jelas, mulai dari cara mengajukan gugatan, syarat 

pembuktian, hingga tata cara penjatuhan putusan.  

Dengan adanya hukum formal, setiap orang diperlakukan sama 

dalam sistem hukum karena prosedur yang diterapkan bersifat umum 

dan mengikat semua pihak. Di samping itu, hukum formal juga 

memiliki fungsi sebagai pelindung hak-hak hukum para pihak. Tanpa 

aturan formal, ada risiko bahwa proses hukum dijalankan secara 

sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dengan prosedur 

yang baku, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. 

Sebaliknya, hukum moral tidak bersumber dari peraturan tertulis 

negara, melainkan dari nilai-nilai etika, agama, filsafat, serta norma 

sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum moral lebih menekankan 

pada aspek benar dan salah menurut pandangan moralitas yang 

dianut bersama, bukan hanya berdasarkan teks undang-undang. 

Hukum moral cenderung fleksibel karena berkembang seiring 

perubahan nilai dalam masyarakat. Apa yang dianggap bermoral di 

suatu komunitas bisa berbeda dengan komunitas lain. Satjipto 

Rahardjo (2006: 24) menekankan bahwa hukum formal hanya sebatas 

“aturan main” yang mengikat secara yuridis, sedangkan hukum moral 

merupakan ruh yang memberi makna pada keberlakuan hukum 

formal dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo 2006).  

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo (2010: 15), hukum 

formal adalah hukum dalam bentuk peraturan tertulis yang diberi 

sanksi oleh negara. Namun, di luar hukum formal, terdapat hukum 

moral yang hidup di masyarakat, yang seringkali mempengaruhi 

penerapan dan penafsiran hukum formal (Sudikno Mertokusumo 
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Banyak sengketa perdata, seperti sengketa waris, perceraian, 

atau perjanjian, tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca pasal 

demi pasal. Moralitas menuntut hakim untuk memperhatikan rasa 

keadilan, nilai kekeluargaan, dan kepatutan yang hidup di masyarakat. 

Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal dan hukum moral harus 

berjalan berdampingan dalam perkara perdata. Ketegangan antara 

hukum formal dan hukum moral sering muncul dalam kasus warisan. 

Secara formal, pembagian harta dilakukan berdasarkan aturan yang 

berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) atau hukum waris Islam.  

Namun, secara moral, sering ada pertimbangan mengenai 

kontribusi salah satu ahli waris dalam merawat orang tua atau 

menjaga harta peninggalan. Jika hakim hanya terpaku pada hukum 

formal, maka aspek keadilan moral dapat terabaikan. Titik temu 

antara keduanya muncul ketika hakim menggunakan asas kepatutan, 

kepentingan terbaik bagi pihak-pihak, dan prinsip keadilan untuk 

melengkapi kekakuan hukum formal.  

Sebagai contoh, dalam sengketa perjanjian, hakim bisa 

mempertimbangkan niat baik para pihak (good faith) dan prinsip 

keadilan dalam menafsirkan kontrak. Dengan begitu, putusan tidak 

hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral. Selain itu, 

mediasi sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa perdata 

adalah wujud nyata dari dialektika hukum formal dan hukum moral. 

Secara formal, mediasi diwajibkan dalam proses beracara di 

pengadilan perdata, tetapi landasan filosofisnya adalah moralitas, 

yaitu mengutamakan perdamaian, musyawarah, dan pemulihan 

hubungan sosial daripada sekadar kemenangan salah satu pihak.  

Dengan demikian, dalam perkara perdata, hukum formal 

berfungsi memberikan kerangka yang teratur dan pasti, sementara 

hukum moral menjadi penuntun agar putusan dan proses 

penyelesaian sengketa tidak kehilangan nilai kemanusiaannya. Jika 

keduanya seimbang, maka sengketa perdata dapat diselesaikan secara 

sah, adil, dan diterima oleh nurani masyarakat. Dialektika ini 

menegaskan bahwa hukum tidak hanya hidup di dalam teks undang-

undang, tetapi juga dalam hati dan pikiran manusia yang mencari 

keadilan. 
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Hukum Adat Sebagai Wujud Moralitas Sosial Dalam Proses 

Beracara 

Hukum adat merupakan refleksi langsung dari moralitas sosial yang 

hidup dalam masyarakat. Ia tidak lahir dari proses legislasi formal, 

melainkan dari kebiasaan, nilai, dan norma yang disepakati serta 

dipraktekkan secara turun-temurun. oepomo (2003:15) menegaskan 

bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan 

berkembang dalam masyarakat, sehingga ia menjadi cerminan 

moralitas sosial. Dalam proses beracara, hukum adat menekankan 

musyawarah dan perdamaian sebagai jalan penyelesaian yang 

berkeadilan (Soepomo 2003). 

Dalam konteks beracara, hukum adat menjadi cermin bagaimana 

masyarakat menyelesaikan sengketa berdasarkan rasa keadilan, 

kepatutan, dan keharmonisan sosial, bukan semata-mata melalui 

aturan tertulis yang kaku. Moralitas sosial yang terkandung dalam 

hukum adat tampak jelas dalam cara penyelesaian sengketa yang lebih 

menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan 

antar individu. Proses ini berbeda dengan hukum formal yang 

berorientasi pada pembuktian dan putusan hitam-putih. Dalam 

hukum adat, yang dikejar bukan hanya penyelesaian sengketa, 

melainkan juga pemulihan keseimbangan sosial agar masyarakat 

tetap rukun. 

Peran hukum adat sebagai wujud moralitas sosial terlihat dalam 

berbagai praktik lokal, misalnya tradisi badamai pada masyarakat 

Banjar atau musyawarah kampung dalam masyarakat adat di Jawa dan 

Sumatra. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat ini 

menunjukkan bahwa moralitas masyarakat ditempatkan sebagai 

pedoman utama, sementara hukum formal hanya berperan sebagai 

pelengkap jika diperlukan.  

Hukum adat juga memiliki fungsi preventif karena nilai moral 

yang terkandung di dalamnya mendorong masyarakat untuk taat pada 

norma sosial. Ancaman sanksi sosial, seperti pengucilan atau 

hilangnya kehormatan, seringkali lebih efektif daripada sanksi pidana 

formal. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi 

menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga ketertiban sosial melalui 

kekuatan moralitas kolektif. 
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Dalam proses beracara di pengadilan, hukum adat kadang 

diakomodasi sebagai pertimbangan hakim, terutama dalam perkara 

perdata atau sengketa tanah adat. Hakim mempertimbangkan nilai 

moral yang hidup di masyarakat agar putusannya tidak hanya sah 

secara formal, tetapi juga diterima secara sosial. Dengan demikian, 

hukum adat memperlihatkan perannya sebagai jembatan antara 

hukum formal dan moralitas sosial. 

Kesimpulannya, hukum adat adalah manifestasi nyata moralitas 

sosial dalam proses beracara. Ia menempatkan nilai kemanusiaan, 

kebersamaan, dan keseimbangan sebagai inti penyelesaian sengketa. 

Dengan keberadaan hukum adat, peradilan tidak semata-mata 

menjadi arena penerapan hukum formal, melainkan juga sarana untuk 

menegakkan keadilan yang selaras dengan hati nurani masyarakat. 

Hal ini menegaskan bahwa hukum adat adalah sumber penting bagi 

penguatan legitimasi hukum di Indonesia. 
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Pembuktian 

Pembuktian merupakan bagian di dalam proses litigasi yang paling 

kompleks namun sangat menentukan keberhasilan atau kemenangan 

dalam sengketa TUN. Pembuktian bukan sekadar prosedur, melainkan 

memiliki nilai fundamental dalam sistem peradilan. Nilai-nilai 

tersebut antara lain: 

1. Nilai Keadilan 

Pembuktian menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada 

fakta-fakta yang terbukti dan bukan pada asumsi atau prasangka. 

Ini adalah inti dari keadilan, yaitu memberikan hak kepada yang 

berhak setelah kebenaran terungkap. 

2. Nilai Kepastian Hukum 

Dengan adanya proses pembuktian yang jelas, putusan yang 

dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan kepastian hukum 

bagi semua pihak. 

3. Nilai Akuntabilitas 

Proses pembuktian memungkinkan adanya akuntabilitas. Baik 

Penggugat maupun Tergugat harus dapat 

mempertanggungjawabkan klaim dan tindakan mereka dengan 

bukti yang sah.  

Ini mencegah pihak-pihak untuk bertindak secara 

sembarangan. Selain itu, Hakim secara tidak langsung terikat pada 

alat bukti, sehingga Putusan Hakim dapat dipertanggungjawabkan 

tidak hanya kepada para pihak namun juga kepada masyarakat, 

hukum, bahkan pertanggungjawaban kepada Tuan Yang Maha Esa. 

 

Dengan demikian, dari perspektif aksiologi, pembuktian dalam 

sengketa TUN adalah instrumen moral dan etis yang memastikan 

putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga 

adil, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum 

maupun. 

Secara epistemologis, aspek yang harus dibuktikan adalah dalil 

gugatan. Dalil gugatan dalam sengketa TUN adalah batal atau tidak 

sahnya suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN. Jadi yang 

harus dibuktikan adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil dan 
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Administratif. Sedangkan putusan gugatan gugur apabila Penggugat 

tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara patut. Untuk Putusan 

Dikabulkan pada pokoknya berisi diktum yang menyatakan KTUN 

“tidak sah” atau “batal”.  

Terhadap putusan yang menyatakan KTUN yang menjadi obyek 

sengketa “tidak sah” (niet rechtsgeldig) bermakna bahwa perbuatan 

hukum dan akibat hukum dari diterbitkannya KTUN tersebut 

dianggap tidak pernah ada (ex tunc). Konsekuensi lebih lanjut, maka 

setiap akibat hukum yang ditimbulkan seperti pembayaran 

honorarium atau kerugian yang ditimbulkan harus dikembalikan. 

Sedangkan putusan yang menyatakan KTUN “batal” bermakna bahwa 

perbuatan hukum dan akibatnya dianggap ada dan berakhir setelah 

adanya pembatalan (ex nunc) (Tjandra:2010). 

Adanya amar putusan yang menyatakan KTUN yang menjadi 

obyek sengketa “batal” atau “tidak sah” memiliki konsekuensi yaitu 

KTUN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum (krachteloos) 

(Kosasih, Kanedi, dan Mahdi:2017). Oleh karena itu, ada atau tanpa 

adanya pencabutan terhadap KTUN yang tidak sah atau batal tersebut 

tidak berdampak apa-apa. Dalam praktik, walaupun tuntutan 

pencabutan KTUN tidak tercantum dalam surat gugatan, namun 

Hakim biasanya akan melengkapi dengan amar putusan yang berisi 

perintah kepada Tergugat untuk mencabut KTUN yang menjadi obyek 

sengketa tersebut.  

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, selain perintah mencabut 

Hakim juga dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk 

menerbitkan KTUN yang baru. Misalnya, setelah suatu izin dinyatakan 

batal atau tidak sah, Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat 

untuk mencabut izin tersebut walaupun tidak dimintakan dalam 

gugatan. Bahkan Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk 

menerbitkan izin yang baru atas nama Penggugat. Amar putusan yang 

tidak dimintakan namun dinyatakan oleh Hakim tersebut dikenal 

dengan istilah ultra petita. 

Di dalam Hukum Acara Perdata, putusan yang mengandung ultra 

petita sangat tidak diperbolehkan, sedangkan dalam Putusan 

Peradilan TUN justru sebaliknya yaitu dimungkinkan demi 

kemanfaatan hukum (doelmatigheids). Perbedaan ini dikarenakan 
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perkara perdata bersifat privat, sehingga tuntutan yang tertulis dalam 

gugatan mewakili rasa keadilan bagi Penggugat. Sedangkan sengketa 

TUN bersifat publik, jadi walaupun tidak dimintakan dalam petitum 

gugatan, maka demi kemanfaatan hukum (doelmatigheids) Hakim 

wajib melindungi kepentingan yang lebih besar. 

Walaupun Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat ultra 

petita, namun Hakim tidak boleh menjatuhkan ganti kerugian yang 

tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya. Karena hal tersebut 

sudah bersifat privat yaitu untuk kepentingan Penggugat semata. 

Sedangkan putusan yang bersifat rehabilitasi nama baik Penggugat, 

dapat dijatuhkan oleh Hakim tanpa dimintakan Penggugat. Walaupun 

hal itu bersifat privat, namun dalam kasus tertentu yang menyangkut 

harkat dan martabat yang bersifat asasi dan mengandung kepentingan 

jangka panjang bagi Penggugat, maka Hakim dapat melakukan ultra 

petita. 

Ada beberapa prinsip dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan 

putusan yaitu harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib 

memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan, diucapkan di muka 

umum (Harahap:2006) dan diputuskan dalam waktu yang pantas. 

Dalam hal putusan tidak diucapkan di dalam sidang terbuka untuk 

umum, maka putusan tersebut batal demi hukum. Putusan diucapkan 

di muka umum sifatnya wajib, sekalipun pemeriksaan sidang 

dilakukan secara tertutup untuk umum. 

Putusan peradilan tata usaha negara ini bersifat erga omnes yang 

artinya mengikat umum. Oleh karena itu, di dalam sengketa TUN tidak 

dikenal adanya gugatan perwakilan atau gugatan class action seperti 

yang dikenal dalam perkara perdata. Sifat erga omnes juga berlaku 

dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Persamaan ini 

disebabkan sifatnya yang sama, yaitu sama-sama menyangkut hukum 

publik. 

Putusan Pengadilan akan memperoleh kekuatan hukum tetap 

(inkracht van gewijsde) setelah 14 (empat belas) hari. Artinya, para 

pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan di Tingkat Pertama 

hanya dapat mengajukan upaya hukum Banding (appeal) dalam 

tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Lebih dari itu, 

maka Putusan memiliki kekuatan hukum pasti bahkan kekuatan 

eksekutorial. 
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Keadilan Prosedural Dalam Sengketa TUN 

1. Mengapa Keadilan Prosedural Penting Dalam Sengketa TUN? 

Ketika berbicara tentang hukum, banyak orang langsung 

membayangkan putusan akhir: siapa yang kalah, siapa yang 

menang, siapa yang harus menerima konsekuensi hukum, dan 

siapa yang mendapatkan keadilan. Namun, dalam praktik 

peradilan, putusan akhir hanyalah salah satu dimensi dari keadilan.  

Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dan seringkali lebih 

menentukan apakah masyarakat percaya atau tidak kepada 

hukum, yaitu bagaimana proses hukum itu dijalankan. Dalam 

sengketa Tata Usaha Negara (TUN), hal ini menjadi semakin 

penting. Mengapa demikian? Karena sengketa TUN selalu 

mempertemukan dua pihak yang memiliki posisi berbeda: di satu 

sisi ada warga negara yang merasa dirugikan hak-haknya, di sisi 

lain ada negara yang diwakili oleh pejabat atau lembaga 

administrasi.  

Dalam posisi ini, warga seringkali merasa kecil, lemah, dan 

tidak sebanding dengan kekuatan negara yang memiliki 

kewenangan, sumber daya, dan legitimasi hukum. Oleh sebab itu, 

keadilan prosedural menjadi pondasi utama. Ia memastikan bahwa 

warga negara tidak diperlakukan semena-mena dalam proses 

peradilan, sekalipun yang dihadapinya adalah negara. Ia juga 

menjamin bahwa hakim dan aparat peradilan memperlakukan 

kedua belah pihak dengan cara yang adil, terbuka, transparan, dan 

tidak memihak.  

Dengan demikian, meskipun pada akhirnya putusan tidak 

selalu menguntungkan warga negara, keadilan tetap dapat 

dirasakan karena prosesnya berlangsung fair (Mulyani, Sukimin 

and Wijaya, 2022). Keadilan prosedural bukanlah hal yang abstrak 

semata. Ia dapat dirasakan secara nyata oleh pihak yang 

berperkara. Bayangkan seorang pegawai negeri yang 

diberhentikan tanpa alasan yang jelas, kemudian ia menggugat ke 

PTUN.  

Mungkin pada akhirnya gugatannya ditolak, tetapi bila selama 

persidangan ia diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, 



Keadilan Prosedural Vs Keadilan Substantif Dalam Sengketa TUN 

 

290 Asiyah 

Kadang, hakim hanya dapat membatalkan keputusan tata 

usaha negara, tetapi tidak dapat sepenuhnya memulihkan kerugian 

warga. Misalnya, ketika izin usaha dibatalkan, hakim bisa 

membatalkan keputusan itu, tetapi kerugian ekonomi warga tidak 

serta merta pulih. Ketiga, adanya intervensi kekuasaan. Sengketa 

TUN seringkali melibatkan kepentingan politik atau birokrasi yang 

kuat. Dalam kondisi seperti ini, sulit bagi hakim untuk benar-benar 

menghadirkan keadilan substantif jika ia tidak memiliki 

independensi yang kuat. 

 

6. Keadilan Substantif Sebagai Wujud Perlindungan Rakyat 

Meski penuh tantangan, keadilan substantif tetap menjadi tujuan 

utama sengketa TUN. Sebab pada hakikatnya, PTUN hadir untuk 

melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang 

pemerintah. Tanpa keadilan substantif, pengadilan hanya akan 

menjadi formalitas belaka. 

Keadilan substantif memastikan bahwa rakyat tidak hanya 

diberi ruang untuk bicara, tetapi juga benar-benar mendapatkan 

haknya kembali. Ia adalah wujud nyata dari prinsip bahwa hukum 

ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 

 

7. Contoh Ilustratif Supaya Kita Mudah Memahami Keadilan 

Substantif Dalam Sengketa TUN 

Mari kita bayangkan sebuah kasus sederhana. Seorang petani di 

sebuah desa memiliki tanah yang telah ia garap puluhan tahun. 

Suatu hari, pemerintah daerah mengeluarkan keputusan bahwa 

tanah itu adalah tanah negara, lalu mencabut hak garapnya. Petani 

itu kemudian menggugat ke PTUN (Firdausi, 2020). 

Dalam persidangan, ternyata prosedur administratif telah 

dilakukan dengan benar: ada surat resmi, ada keputusan tertulis. 

Namun, setelah diperiksa, alasan pencabutan ternyata lemah, 

bahkan cenderung diskriminatif. Hakim kemudian memutuskan 

membatalkan keputusan itu dan mengembalikan hak garap kepada 

petani. Inilah contoh nyata keadilan substantif. Putusan tidak 

hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansi: hak 

petani dipulihkan, dan negara tidak boleh semena-mena 

mengambil tanah rakyat. 
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8. Refleksi Filosofis Agar Kita Mudah Memahami Keadilan 

Substantif Dalam Sengketa TUN 

Keadilan substantif dalam sengketa TUN mengingatkan kita pada 

hakikat hukum itu sendiri. Hukum tidak boleh berhenti sebagai 

teks kaku. Ia harus berjiwa, harus mampu menjawab kebutuhan 

manusia. Putusan yang sah secara hukum, tetapi tidak adil secara 

substansi, pada akhirnya hanya akan menimbulkan 

ketidakpercayaan pada pengadilan. 

Dalam konteks negara hukum demokratis, keadilan substantif 

adalah bukti bahwa hukum benar-benar berdiri di atas rakyat, 

bukan di atas kekuasaan. Ia adalah jaminan bahwa rakyat tetap 

memiliki pelindung, bahkan ketika berhadapan dengan negara 

yang begitu besar. Keadilan substantif adalah inti dari setiap 

putusan pengadilan.  

Ia adalah jawaban akhir dari pertanyaan: apakah hukum 

benar-benar adil? Dalam sengketa TUN, keadilan substantif berarti 

pengadilan tidak hanya memeriksa prosedur, tetapi juga benar-

benar memulihkan hak warga negara yang terlanggar. Tanpa 

keadilan substantif, PTUN akan kehilangan makna. Ia hanya akan 

menjadi panggung formalitas. Tetapi dengan keadilan substantif, 

PTUN akan menjadi benteng terakhir rakyat dalam menghadapi 

negara. 

Dengan demikian, keadilan substantif bukan hanya tujuan 

hukum acara TUN, melainkan juga roh dari seluruh sistem hukum 

kita. Ia adalah nafas yang menjaga agar hukum tetap hidup, 

dipercaya, dan berpihak pada kebenaran (Al Amin and Wibowo, 

2023).  
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keputusan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai solusi bagi pihak-

pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai pedoman hukum yang 

harus diikuti oleh semua individu dan entitas, termasuk lembaga 

negara. Dengan adanya kekuatan mengikat ini, PTUN berperan dalam 

menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum, yang pada 

gilirannya mendukung terciptanya kepastian hukum di masyarakat. 

 

Penggunaan Asas Erga Omnes Dalam Putusan PTUN 

Salah satu contoh penggunaan asas erga omnes pada putusan PTUN 

yaitu dalam sengketa pemberhentian perangkat desa dengan nomor 

190/G/2020/PTUN.SBY yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai PTTUN) nomor 

143/B/2021 PTTUN Surabaya.  

Intinya melalui putusan yang telah inkracht tersebut telah 

dilaksanakan pembatalan dan pencabutan surat keputusan yang 

menjadi objek sengketa tersebut yang melibatkan seluruh pihak baik 

yang berperkara secara langsung ataupun tidak (Fahrezi, 2024). Lebih 

lanjut, berdasarkan putusan tersebut pada intinya terjadi perselisihan 

dalam konteks pengangkatan sekretaris kepala desa yang diterbitkan 

berdasarkan surat rekomendasi Camat sehingga pencabutan tersebut 

akan berdampak pada para pihak dan masyarakat juga.  

Hal tersebut dikarenakan sekretaris tersebut akan membantu 

tugas kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi 

pemerintahan. Selain itu terdapat contoh dalam sengketa perizinan 

melalui putusan nomor 167/G/2023/PTUN.JKT yang pada intinya 

membatalkan surat keputusan Menteri kehutanan tentang Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disebut IPPKH).  

Pada intinya melalui putusan tersebut tergugat (Menteri 

Kehutanan dan Lingkungan Hidup) telah menerbitkan surat 

keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut 

AUPB) sehingga objek gugatan harus dicabut.  

Selain itu, penggugat turut meminta penundaan keputusan IPPKH 

yang dimiliki PT. Gema Kreasi Perdana (tergugat II intervensi) 

tersebut karena merugikan penggugat yang tidak bisa mengelola 

lahannya. Sehingga penerapan asas erga omnes dalam putusan ini 
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putusan TUN juga berhadapan dengan kompleksitas prosedur 

birokrasi, sehingga memperlambat pelaksanaan putusan.  

Bentuk putusan TUN berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UU PTUN 

dijelaskan secara eksplisit, mencakup: (i) gugatan ditolak; (ii) gugatan 

dikabulkan; (iii) gugatan tidak diterima; dan (iv) gugatan gugur. 

Eksekusi putusan TUN apabila dinyatakan membatalkan KTUN, sering 

berhadapan problem pergantian pejabat TUN. Apabila pejabat TUN 

yang mengeluarkan KTUN sebagaimana dinyatakan dibatalkan oleh 

putusan TUN telah dimutasi, pindah tugas maupun purna tugas akan 

menimbulkan permasalahan baru.  

Pejabat TUN yang baru belum tentu akan melaksanakan putusan 

TUN dimaksud, belum terhitung pula problem tumpang tindih 

wewenang antara lembaga yang terlibat dalam eksekusi putusan, 

sehingga menimbulkan konflik dan memperlambat prosesnya. 

 

Antinomi Putusan TUN 

Literatur maupun doktrin memberikan deskripsi mengenai putusan 

TUN sebagai pedoman teoritis maupun implementatif. Dalam 

melakukan eksekusi terhadap putusan TUN, terdapat beberapa 

keadaan tarik menarik dan pertentangan yang disebut antinomi. 

Antinomi menjadi kondisi pertentangan antara dua aturan atau lebih 

yang pemecahannya harus dicari dengan jalan tafsir, sehingga 

antinomi akan selalu di dalam suatu materi ataupun prinsip (Mochtar, 

2015:316). Implikasinya, melaksanakan putusan TUN tidak seperti 

mengeksekusi jenis putusan pidana maupun perdata.  

Pihak tergugat adalah pejabat TUN (pemerintah), yang jelas tidak 

seimbang dengan pihak penggugat (individu/badan hukum yang 

dirugikan dengan KTUN). Pemerintah mempunyai kekuatan sebagai 

lembaga, pamong/pangreh, dan politik sehingga senantiasa 

mempunyai posisi tawar menguntungkan dalam menindaklanjuti 

eksekusi putusan TUN. Kondisi antinomi putusan TUN akan dijelaskan 

dalam poin-poin berikut. 

1. Antinomi Norma dan Realitas Hukum 

UU PTUN, mengandung beberapa kelemahan misalnya wewenang 

PTUN yang sempit dimungkinkan satu jenis KTUN yang dapat 

menjadi obyek sengketa. Selain itu, belum adanya hukum tata 
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administrasitif tetapi penerapannya tetap dibebankan pada 

organ/pejabat yang memiliki kewenangan didasarkan perundang-

undangan. Terakhir, sanksi pengumuman/pemberitahuan ke 

media masa apabila pejabat TUN tidak melaksanakan putusan TUN. 

Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyediakan alternatif 

pengumuman/pemberitahuan ke media massa sebagaimana 

dimaksud.  

Hal ini perlu dikonfirmasi apakah yang 

diumumkan/diberitakan pejabat TUN sebagai individu atau 

sebagai pemangku jabatan. Alternatif ini jarang digunakan karena 

rawan intervensi, senjata politik, dan cenderung menciptakan 

konflik tambahan yang justru semakin mempersulit eksekusi 

putusan TUN. Hukum administrasi juga mempunyai asas bahwa 

perbuatan pemerintah dianggap benar sebelum dinyatakan tidak 

benar oleh putusan pengadilan maupun pencabutan dari 

pemerintah.  

Artinya, KTUN langsung dieksekusi begitu ditetapkan 

sehingga mempunyai akibat hukum langsung. Namun, putusan 

TUN yang dieksekusi oleh pejabat TUN tidak secara otomatis 

memulihkan keadaan penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian 

terstruktur apabila pejabat TUN telah melaksanakan putusan TUN 

tetapi tidak terdapat upaya pemulihan terhadap kondisi 

penggugat. 

Inisiasi UU PTUN menyertakan upaya paksa pembayaran 

dwangsom, pemberian sanksi administrasi dan pengumuman 

putusan pada media massa, apabila tergugat pejabat TUN tidak 

melaksanakan putusan PTUN, perlu diapresiasi. Langkah ini 

menjadi gagasan terciptanya efektifitas dan kewibawaan PTUN 

terkait kepatuhan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan TUN, 

meskipun masih terdapat banyak kelemahan secara normatif 

maupun empiris (Cristyn, 2008: 37).  

Secara normatif, UU PTUN tidak mengamanatkan secara rigid 

dibentuknya peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut 

penjabaran lembaga hukum upaya paksa (Ridwan, 2018: 17). 

Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan 

lain juga masih tidak jelas bentuk maupun jenis peraturannya yang 

dimaksud. 



Eksekusi Putusan TUN: Antara Norma dan Realita Kekuasaan 

 

317 Muhammad Aziz Zaelani 

Daftar Pustaka 

Ali, A., (2017). Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 

Atmadja, I. D.  G., (2016). Filsafat Hukum Dimensi Tematis Dan Historis. 

Malang: Setara Press. 

Cristin, N., (2008). Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Putusan 

PTUN Melalui Upaya Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa. Varia 

Peradilan, 2 (80). 

Darumurti, K. D., (2016). Diskresi Kajian Teori Hukum. Yogyakarta: 

Genta Publishing. 

Handoko, N. U., (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan 

Implikasi Dalam Pelaksanaannya. Jurnal Pakuan Law Review, 6 (2). 

Juanda, O., (2022). Filsafat Hukum Indonesia. Depok: Raja Grafindo 

Persada. 

Mawardi, I., (2016). Paradigma Baru PTUN. Yogyakarta: Thafa Media. 

Mochtar, Z. A., (2015). Antinomi dalam Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1 (3): 316-336. 

Putra, F. A. D., (2021). Problem Eksekutorial Putusan Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Justisi, 7 (1): 66-75. 

Ridwan, et. all., (2018). Perluasan Kompetensi Absolute PTUN. 

Yogyakarta: Kreasi Total Media. 

Shedel, J., (2019). To Be a  Rechtsstaat: Theory and Reality in Austria. 

1848-1865. Journals Demokratie und Geschichte, 3 (1): 183-194. 

Tanaka, Y., (2021). The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes 

in International Law. Netherlands International Law Review, 1 (1): 

2-33. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr-elibrary.de/action/showPublications?pubType=journal
https://www.vr-elibrary.de/journal/dug


Eksekusi Putusan TUN: Antara Norma dan Realita Kekuasaan 
 

 

318 Muhammad Aziz Zaelani 

PROFIL PENULIS 
Muhammad Aziz Zaelani, S.H., M.H. 

Penulis merupakan akademisi yang fokus 

pada permasalahan-permasalahan Hukum 

Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 

dan telah berkesempatan menjadi 

narasumber dan penulis pada berbagai 

artikel media online. Penulis saat ini adalah 

Dosen Tetap pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Batik Surakarta dengan 

kepakaran di bidang Hukum Tata Negara dan 

Hukum Administrasi Negara.  

 

Penulis dalam bidang kepakarannya merupakan Konsultan 

Penyusunan Peraturan Daerah, saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat 

Studi Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan Universitas Islam 

Batik Surakarta. Penulis juga berkedudukan sebagai tenaga ahli pada 

beberapa PT yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya 

manusia serta berkesempatan turut serta menjadi editor buku dengan 

konsentrasi bidang ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 

Negara. Dalam bidang akademis, penulis adalah penerima hibah 

Penelitian Dosen Pemula (PDD) Dikti Tahun 2023 dan Tahun 2024. 

 

Email Penulis: zael.aziz@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zael.aziz@gmail.com


Hak Dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha 

 

319 Dinda Bhawika Wimala Pastika 

 

 

 

 

 

 

BAB 18  
HAKIM SEBAGAI 

PELAYAN KEADILAN 
ADMINISTRATIF: 

PANDANGAN TEORITIS 
DAN ETIS 

 

 

 

 

Danto Herdianto, S.HI., M.H. 
Sekolah Tinggi Hukum Galunggung  

Tasikmalaya  

 

 

 

 

 

 



Hakim Sebagai Pelayan Keadilan Administratif: Pandangan Teoritis dan Etis 

 

321 Danto Herdianto 

dituntut untuk tidak hanya memahami aspek-aspek teknis hukum 

administrasi, tetapi juga mampu menangkap spirit keadilan yang 

harus diwujudkan dalam setiap putusan. Inilah yang membuat kajian 

tentang dimensi teoretis dan etis peran hakim menjadi sangat relevan 

dan urgent. 

 

Konsep Keadilan Administratif 

Keadilan administratif merupakan konsep yang mendasari seluruh 

sistem peradilan tata usaha negara. Konsep ini tidak dapat dipisahkan 

dari pemahaman tentang hubungan antara negara dan warga negara 

dalam konteks hukum publik. Keadilan administratif mengandung 

prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji melalui 

mekanisme peradilan yang independen. 

Dalam perspektif teoritis, keadilan administratif mencakup 

beberapa elemen fundamental. Pertama, prinsip due process yang 

mengharuskan setiap proses administratif dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang 

adil kepada pihak yang berkepentingan untuk membela haknya. 

Kedua, prinsip proporsionalitas yang menuntut adanya keseimbangan 

antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana yang digunakan. 

Ketiga, prinsip non-diskriminasi yang mengharuskan perlakuan yang 

sama terhadap semua warga negara dalam situasi yang sama. 

Konsep keadilan administratif juga berkaitan erat dengan teori 

legitimasi kekuasaan negara. Kekuasaan pemerintah untuk 

mengeluarkan keputusan yang mengikat warga negara harus 

diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Peradilan tata 

usaha negara, dengan hakim sebagai ujung tombaknya, merupakan 

salah satu mekanisme kontrol tersebut. Hakim dalam konteks ini 

berperan sebagai penjaga keseimbangan antara otoritas negara 

dengan hak-hak individual. 

 

Hubungan Hakim Dengan Filsafat Hukum 

Hubungan antara hakim dan filsafat hukum dalam konteks peradilan 

administratif bersifat dialektis dan dinamis. Hakim tidak hanya 
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ontologis berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat hukum 

administrasi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan 

umum sekaligus melindungi hak-hak individual. Dimensi 

epistemologis menyangkut cara hakim memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan hukum dalam proses pengambilan 

keputusan.  

Dimensi aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai yang harus 

dijunjung tinggi, terutama keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan. Konsep keadilan administratif yang dikembangkan 

dalam kajian ini menekankan pada pentingnya due process, 

proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Ketiga prinsip ini harus 

menjadi guiding principles bagi hakim dalam menilai setiap tindakan 

administratif yang disengketakan.  

Keadilan administratif bukan hanya keadilan formal tetapi juga 

keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak dari keputusan 

terhadap kehidupan warga negara. Dari perspektif etis, analisis 

tentang pandangan Plato tentang keadilan memberikan foundation 

yang kuat bagi pengembangan etika judicial. Konsep keadilan sebagai 

harmoni antara berbagai virtue cardinal-sophia, andreia, dan 

sophrosyne-dapat ditranslasikan ke dalam konteks modern sebagai 

keharusan hakim untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, 

keberanian moral, dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan. 

Etika Platonian ini relevan karena menekankan pada karakter internal 

hakim sebagai basis bagi tindakan yang etis. 

Kode etik hakim sebagai instrumen normatif memberikan 

framework praktis bagi implementasi nilai-nilai etis dalam praktik 

peradilan. Prinsip-prinsip independensi, imparsialitas, integritas, 

propriety, dan competence harus dipahami bukan hanya sebagai rules 

to be followed tetapi sebagai constitutive elements dari identitas 

professional hakim. Hal ini menuntut internalisasi nilai-nilai tersebut 

sehingga menjadi bagian integral dari kepribadian hakim. 

Analisis tentang praktik hakim dalam PTUN menunjukkan bahwa 

penemuan hukum merupakan aspek yang sangat krusial. Hakim tidak 

dapat lagi berfungsi sebagai automaton yang hanya menerapkan 

aturan secara mekanis, tetapi harus menjadi creative interpreter yang 

mampu menggali makna yang terkandung dalam norma hukum dan 
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mengadaptasinya dengan kebutuhan keadilan dalam kasus konkret. 

Proses ini menuntut tidak hanya technical expertise tetapi juga 

philosophical wisdom. 

Studi kasus tentang sengketa keterbukaan informasi publik 

memperlihatkan bagaimana hakim harus melakukan balancing act 

antara berbagai kepentingan yang legitimate. Kemampuan untuk 

melakukan contextual reasoning dan proportionality test menjadi 

sangat penting. Hakim harus mampu melihat beyond the immediate 

case dan mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari keputusan 

yang diambil. 

Relasi antara etika administrasi publik dengan peradilan 

administrasi menunjukkan bahwa hakim tidak bekerja dalam vacuum 

tetapi dalam sistem yang lebih besar. Nilai-nilai good governance 

harus menjadi reference point dalam menilai tindakan administratif. 

Hal ini menuntut hakim untuk memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang public administration dan mampu 

mengintegrasikan pertimbangan legal dengan pertimbangan 

administratif. Peran Komisi Yudisial dalam menjaga marwah hakim 

menunjukkan pentingnya sistem checks and balances dalam menjaga 

integritas peradilan. Namun, pengawasan ini harus dilakukan dengan 

tetap menghormati prinsip independensi yudisial. Keseimbangan 

antara accountability dan independence merupakan salah satu 

tantangan terbesar dalam sistem peradilan modern.  

Ke depan, pengembangan peran hakim sebagai pelayan keadilan 

administratif harus mempertimbangkan beberapa aspek strategis. 

Pertama, peningkatan kapasitas hakim melalui education yang tidak 

hanya fokus pada aspek teknis hukum tetapi juga pada philosophical 

foundations of law. Kedua, pengembangan mekanisme quality 

assurance yang dapat memastikan konsistensi dan kualitas putusan 

tanpa mengorbankan independensi hakim. 

Ketiga, penguatan dialog antara hakim dengan stakeholders lain 

dalam sistem administrasi publik untuk membangun mutual 

understanding about the role of judicial review dalam democratic 

governance. Keempat, pengembangan jurisprudence yang lebih 

coherent dan predictable sehingga dapat memberikan guidance yang 

lebih baik bagi organ-organ pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 
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Refleksi final dari kajian ini adalah bahwa hakim sebagai pelayan 

keadilan administratif mengemban amanah yang sangat mulia namun 

penuh tantangan. Ia harus menjadi bridge antara idealisme hukum 

dengan realisme politik, antara individual rights dengan public 

interest, antara legal certainty dengan equitable outcomes. 

Keberhasilan dalam menjalankan peran ini tidak hanya bergantung 

pada individual capacity tetapi juga pada sistem institutional yang 

mendukung dan masyarakat yang memahami serta menghargai peran 

tersebut. 

Dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami transformasi 

menuju good governance, peran hakim PTUN menjadi semakin 

strategis. Mereka bukan hanya menegakkan hukum tetapi juga ikut 

membentuk budaya administrative yang lebih accountable dan 

responsive. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas 

dan integritas hakim PTUN merupakan investasi jangka panjang bagi 

masa depan demokrasi Indonesia. 
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Namun dalam kenyataannya, banyak warga masih 

berhadapan dengan kesulitan nyata akibat birokrasi yang tidak 

responsif. Fiktif positif sebagai inovasi hukum seharusnya 

bukan sekadar norma prosedural, melainkan harus dibaca 

secara filosofis sebagai upaya menghadirkan keadilan aktif, 

keadilan yang tidak hanya menunggu, tetapi juga bekerja nyata 

menjawab kebutuhan warga. 

 

Teori Keadilan Dalam Diskursus Filsafat Hukum  
Keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat hukum. 

Aristoteles dalam Nicomachean Ethics sudah menekankan bahwa 

keadilan berarti memberikan apa yang menjadi hak masing-masing 

sesuai porsinya (Safa’at, 2011).  

Selanjutnya, perkembangan teori keadilan melintasi berbagai 

pemikir seperti Thomas Aquinas, Immanuel Kant, hingga tokoh 

modern seperti John Rawls dan Amartya Sen. Berkaitan dalam konteks 

Hukum Administrasi Negara, bahwasanya teori keadilan penting 

karena berhubungan langsung dengan distribusi hak dan kewajiban 

antara negara dan warga negara. 

Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa keadilan 

dalam hukum di Indonesia tidak boleh hanya dipahami secara formal, 

tetapi juga harus secara substantif, yakni hukum yang “hidup” dan 

benar-benar berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negaranya 

(Tegal, 2014). Berdasarkan konteks penulisan ini, penulis akan coba 

menguraikan persoalan keadilan yang dipopulerkan oleh beberapa 

filsuf.  

Tentunya untuk melihat dan menganalisa bagaimana keadilan 

yang disampaikan oleh para filsuf, dalam kaitannya dengan gugatan 

fiktif-positif dan keheningan dari pejabat pemerintahan yang 

mengakibatkan ketidakpastian hukum, hingga masyarakat dapat 

dikatakan sulit mendapatkan keadilan dalam prosedur administrasi. 

1. John Rawls: Justice as Fairness  

John Rawls melalui karyanya A Theory of Justice (1971, edisi revisi 

1999) menawarkan konsep justice as fairness. Rawls mengajukan 

original position (posisi asali) dan veil of ignorance (selubung 

ketidaktahuan) sebagai alat berpikir normatif: sehingga jika 

diibaratkan bahwa semua orang menyusun prinsip-prinsip dasar 
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Keberhasilan gugatan fiktif-positif diukur bukan hanya dari 

norma tertulis, tetapi dari sejauh mana instrumen tersebut benar-

benar dapat menghadirkan keadilan nyata dalam kehidupan 

bermasyarakat. Sementara itu, jika menurut pemikir hukum dari 

Indonesia seperti Satjipto Rahardjo yang mempopulerkan Hukum 

Progresif, dan Philipus M. Hadjon dengan perlindungan hukum dan 

AUPB, secara analisa menggarisbawahi bahwa hukum harus aktif 

melindungi masyarakat. gugatan fiktif-positif merupakan wujud 

konkret dari padangan 2 (dua) Guru Besar tersebut, hukum yang 

progresif, akuntabel, melayani, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

 

Saran 

Agar GFP benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan aktif, ada 

beberapa langkah konkret yang perlu ditempuh: 

1. Harmonisasi Regulasi 

UU No. 5/1986, UU No. 30/2014, dan UU No. 6/2023 perlu ditata 

ulang agar tidak menimbulkan dualisme makna “diam”. Legislator 

harus mempertegas bahwa fiktif positif adalah norma utama, 

dengan batasan risiko tertentu yang jelas. 

2. Penguatan Implementasi Administratif 

Setiap instansi wajib menetapkan Standard Operating Procedure 

(SOP) berbasis waktu dan tracking system digital. Dengan 

demikian, diam pejabat tidak lagi sekadar abstraksi, tetapi terukur 

dan terdokumentasi, sehingga GFP dapat dijalankan tanpa perlu 

sengketa panjang. 

3. Penguatan Peradilan TUN 

PTUN perlu diberi mekanisme percepatan khusus (fast-track 

procedure) untuk perkara GFP, agar warga memperoleh kepastian 

segera tanpa terbebani litigasi berlarut. 

4. Keseimbangan Kepastian dan Kepentingan Umum 

GFP harus dikalibrasi dengan pendekatan berbasis risiko (risk-

based approach). Untuk perizinan berisiko rendah, diam pejabat 

sah menjadi persetujuan otomatis; untuk risiko tinggi (lingkungan 

hidup, keselamatan publik), perlu filter tambahan. 
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5. Penguatan Budaya Hukum 

GFP hanya akan efektif bila pejabat pemerintah memiliki 

kesadaran hukum yang progresif: memahami bahwa “diam” bukan 

pilihan bebas, melainkan tanggung jawab hukum. Pendidikan 

administrasi publik dan pembinaan etika aparatur negara menjadi 

prasyarat agar GFP bukan sekadar teks hukum, melainkan 

kenyataan. 
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Urgensi Perbandingan Hukum 

Perbandingan hukum yang dikenal dalam literatur asing dengan 

berbagai istilah merupakan kajian yang saat ini semakin dibutuhkan. 

Hal itu diakibatkan interaksi antara berbagai negara semakin terjalin 

dengan mudah, sehingga masing-masing negara perlu 

memperkenalkan hukumnya kepada negara lain. Selain itu kebutuhan 

akan berbagai barang dan/atau jasa dalam perdagangan makin terasa 

mudah untuk saling diakses oleh warga negara masing-masing.  

Meskipun perbandingan hukum telah menjadi kebutuhan saat ini, 

namun kajian perbandingan hukum seringkali tidak diperhatikan 

secara maksimal. Perbandingan setiap bidang hukum baik materil 

maupun formal menjadi hal penting oleh karena meskipun suatu 

negara pernah menjadi daerah jajahan negara lain dan menerapkan 

hukum dari negara bekas penjajah belum tentu warga negara bekas 

jajahan mempunyai penerimaan atau pelaksanaan hukum sama 

dengan di negara penjajah. Oleh karena itu hukum memperoleh 

pengaruh dari berbagai aspek seperti budaya, keyakinan, maupun 

adat kebiasaan yang mendominasi bangsa-bangsa di seluruh dunia.  

 

Istilah dan Tujuan 

Perbandingan Hukum menggambarkan perbandingan berbagai 

hukum; hukum ini bukanlah suatu kesatuan hukum yang terpisah. Hal 

ini lebih jelas dari istilah dalam bahasa Jerman (Rechts Vergleichung) 

daripada istilah dalam bahasa lain (perbandingan hukum, droit 

comparé). Perbandingan makro berkaitan dengan keseluruhan sistem 

hukum; perbandingan mikro berkaitan dengan lembaga atau 

permasalahan tertentu.  

Dengan demikian, Perbandingan Hukum melampaui sekadar 

studi sistem hukum asing. Namun, perbedaannya tidak boleh dibesar-

besarkan. Pertama, pengetahuan yang memadai tentang hukum asing 

merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan dalam setiap 

perbandingan hukum. Kedua, bahkan pengetahuan "semata-mata" 

tentang hukum asing tentu mengandung unsur perbandingan, karena 

para pembanding secara teratur melihat sistem hukum lain dari (dan 

seringkali untuk) perspektif sistem hukumnya sendiri.  
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Sengketa TUN yang merupakan Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh 

Bupati merupakan dominasi sengketa TUN di Indonesia saat ini. Hal 

itu dipengaruhi oleh besarnya animo masyarakat untuk menjadi calon 

kepala desa.  

Seperti lembaga peradilan lain pada umumnya, di Prancis 

lembaga Tribunal Administratif hingga Conseil d’Etat yang melibatkan 

warga masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, tidak mutlak 

selalu lembaga pemerintahan yang dikalahkan, atau sebaliknya tidak 

selalu lembaga pemerintahan yang dimenangkan. Di Prancis telah 

dilahirkan yurisprudensi  peradilan administratif yang menjadi acuan 

di mana banyak gugatan  atau pengaduan yang ditujukan terhadap 

Badan atau Pejabat TUN  yang ditolak (rejete). Hal itu juga berlaku di 

Indonesia, dan kebebasan hakim dalam memutuskan sengketa yang 

diajukan ke pengadilan seharusnya demikian, tetap mengedepankan 

nilai-nilai keadilan yang menjadi harapan semua pihak.   

Status hakim yang meninjau tindakan Tata Usaha Negara. Para 

anggota pengadilan tata usaha negara secara tradisional tidak 

memiliki kapasitas sebagai "magistrat" sebagaimana dimaksud dalam 

Konstitusi Prancis, sebuah status yang diperuntukkan bagi anggota 

lembaga peradilan. Bahkan, mereka berada di bawah status umum 

pegawai negeri. Inilah sebabnya teks yang berlaku bagi anggota 

pengadilan tata usaha negara tidak memuat aturan asli apapun 

dibandingkan dengan yang berlaku bagi badan-badan pegawai negeri 

sipil lainnya untuk waktu yang lama.  

Namun, pada tahun delapan puluhan, situasi ini mengalami 

evolusi yang memperkuat independensi hukum anggota pengadilan 

tata usaha negara, sehingga tren utama saat ini adalah menyamakan 

mereka dengan magistrat; demikianlah sebutan mereka dalam teks-

teks tertentu dan semua aturan yang mengatur pengembangan karier 

mereka menjamin, secara de facto, independensi penuh bagi mereka.  

Meskipun para magistrat tata usaha negara terhimpun dalam satu 

badan tunggal, hakim administrasi tergabung dalam dua badan yang 

berbeda: badan anggota Dewan Negara dan badan anggota pengadilan 

tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara. 

Meskipun aturan yang berlaku bagi mereka telah lama ditemukan 

dalam berbagai teks, anggota Dewan Negara, seperti halnya anggota 
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pengadilan tata usaha negara dan pengadilan banding tata usaha 

negara, kini tunduk pada ketentuan hukum peradilan tata usaha 

negara. 

Rekrutmen hakim yang bertugas meninjau tindakan 

administratif. Ada dua jenis prosedur untuk merekrut hakim 

administrasi: rekrutmen melalui kompetisi dan rekrutmen melalui 

penunjukan. Sejak tahun 1945, auditor (peringkat teratas di antara 

Anggota Dewan Negara) telah direkrut melalui Ecole Nationale 

d’Administration, demikian pula hakim di pengadilan tata usaha 

negara dan pengadilan banding tata usaha negara. Selain rekrutmen 

melalui kompetisi, terdapat 'putaran eksternal', yang memungkinkan 

pemerintah untuk menunjuk persentase terbatas anggota pilihannya 

ke pengadilan tata usaha negara.  

Proporsi pengangkatan melalui masing-masing dari kedua 

prosedur ini bervariasi tergantung pada pengadilan yang 

bersangkutan, dengan putaran eksternal lebih terbatas di Mahkamah 

Agung. Beberapa pengangkatan eksternal ke Dewan Negara 

diperuntukkan bagi anggota pengadilan tata usaha negara dan 

pengadilan banding tata usaha negara. Pengangkatan putaran 

eksternal dibenarkan oleh pertimbangan untuk merekrut orang-

orang yang telah memperoleh pengalaman profesional di lembaga 

sipil atau militer lainnya (diplomat, prefek, perwira, insinyur, dan lain-

lain), atau di profesi lain, terutama hukum (akademisi, pengacara, dan 

lain-lain), yang dapat membawa keterampilan berharga ke pengadilan 

tata usaha negara.  

Tergantung pada kasusnya, keputusan dibuat berdasarkan 

proposal atau berdasarkan pendapat Wakil Presiden Dewan Negara. 

Juga ditetapkan bentuk rekrutmen khusus bagi hakim pengadilan tata 

usaha negara dan pengadilan banding tata usaha negara, dalam 

bentuk kompetisi rekrutmen tambahan yang ditujukan bagi 

mahasiswa hukum berpengalaman. Awalnya dirancang sebagai 

perangkat luar biasa, tindakan sementara, kompetisi ini sangat 

penting dalam memenuhi permintaan yang muncul dari peningkatan 

litigasi. Kompetisi ini telah menjadi metode rekrutmen yang rutin dan 

merupakan jalur penting, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 

menuju karir sebagai hakim tata usaha negara (Report for France, tt:5-

6).  
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Mengenai rekrutmen hakim PTUN di Indonesia cukup sederhana 

dan berbeda dengan rekrutmen hakim di PTUN Perancis  yakni 

melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam 

pengisian formasi calon hakim (cakim) dilakukan ujian secara terbuka 

yang dapat diikuti oleh siapapun yang memenuhi syarat. Jika 

seseorang dinyatakan lulus, maka ia tidak langsung menjadi hakim, 

akan tetapi melalui pendidikan calon hakim (cakim) dan setelah itu 

barulah ia dapat mengikuti magang di PTUN yang tersebar di seluruh 

Indonesia.  

Untuk menjadi calon hakim di Indonesia termasuk di PTUN 

dimungkinkan diikuti oleh pegawai pengadilan yang memenuhi 

syarat. Sedangkan untuk mengisi formasi hakim PT TUN harus pernah 

menjadi hakim di PTUN beberapa tahun. Dan itu berlaku secara 

universal untuk semua lingkup badan peradilan, kecuali peradilan 

militer yang wajib memperhatikan kepangkatan antara yang diadili 

dengan hakim yang mengadili. Senioritas tetap dipertimbangkan 

untuk menduduki suatu jabatan di PTUN dan tetap memperhatikan 

kemampuan hakim yang bersangkutan.  

Terkait beberapa persamaan dan perbedaan sistem hukum di 

Pengadilan Tata Usaha Negara di Perancis dan Indonesia, masih 

terdapat perbedaan dan persamaan yang lain seperti dismissal atau 

pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan yang diajukan, 

pemeriksaan cepat, pemeriksaan singkat, dan lain-lain. Mengingat 

keterbatasan Penulis dan substansi yang diungkap dalam setiap bab 

sangat dibatasi sehingga Penulis belum dapat menguraikan secara 

komprehensif pembahasan perbandingan sistem hukum PTUN 

Indonesia dan negara lain (Prancis) dalam tulisan ini.  
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Transformasi Digital Dalam Peradilan Tata Usaha Negara 

Transformasi digital di PTUN hadir sebagai respons atas tuntutan 

masyarakat terhadap peradilan yang sederhana, terbuka, dan efisien. 

Digitalisasi tidak sekadar mengganti proses manual dengan sistem 

elektronik, melainkan bagian dari restrukturisasi tata kelola peradilan 

agar lebih responsif, inklusif, dan akuntabel (Sutiyoso, 2021).  

Secara konseptual, perubahan ini terkait erat dengan gagasan 

digital justice, yakni keadilan berbasis teknologi yang tetap menjamin 

asas due process of law serta hak-hak fundamental para pihak 

(Remolina & Brown, 2020). Dari aspek regulasi, Mahkamah Agung 

mempertegas arah modernisasi melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 dan 

PERMA No. 1 Tahun 2019 yang melegitimasi praktik e-Court dan e-

Litigation. Regulasi ini menunjukkan kemampuan hukum acara 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sekaligus 

menjawab kebutuhan publik akan peradilan yang cepat dan 

akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital PTUN dapat 

dipahami sebagai sinergi antara kemajuan teknologi, tuntutan 

masyarakat, dan keharusan hukum menjaga integritas serta keadilan. 

 

Tabel 21.1: Perbandingan Sistem Konvensional dan Sistem 

Digital Dalam PTUN 

Aspek 
Sistem 

Konvensional 
Sistem Digital 

Regulasi 
Pendukung 

Pendaftaran 
Perkara 

Manual di loket 
PTUN 

e-Court 
melalui 
aplikasi 

PERMA No. 3 
Tahun 2018 

Pemanggilan 
Pihak 

Surat fisik oleh 
juru sita 

e-Summons 
(panggilan 
elektronik) 

PERMA No. 1 
Tahun 2019 

Persidangan Tatap muka di 
ruang sidang 

e-Litigation 
(sidang 
daring) 

PERMA No. 1 
Tahun 2019 

Putusan & 
Salinan 

Arsip fisik Dokumen 
elektronik (e-
Decision) 

UU No. 11 Tahun 
2008 jo. UU No. 
19 Tahun 2016 

Sumber: Diolah Oleh Penulis. 
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Dengan demikian, arah masa depan PTUN harus diposisikan 

bukan hanya sebagai lembaga adjudikasi sengketa, melainkan 

sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola 

pemerintahan cerdas yang akuntabel dan demokratis. 

 

4. Refleksi Filsafati dan Proyeksi Masa Depan Peradilan TUN 

Refleksi filsafati menempatkan peradilan TUN dalam kerangka 

negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan 

administratif. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti 

pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga menjamin perlindungan 

hak-hak warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang 

administrasi pemerintahan (Marzuki, 2019). 

Dalam proyeksi masa depan, peradilan TUN dihadapkan pada 

dilema antara modernisasi teknologi dan menjaga nilai-nilai 

fundamental keadilan. Kecerdasan buatan, misalnya, dapat 

mempercepat proses analisis yuridis, tetapi berpotensi 

mengurangi aspek humanistik dalam penegakan hukum. Oleh 

karena itu, filsafat hukum harus tetap menjadi landasan dalam 

setiap inovasi (Surbakti, 2023). 

Proyeksi lain yang dapat dipertimbangkan adalah 

transformasi peradilan TUN menuju lembaga hybrid, di mana 

persidangan dapat berlangsung baik secara fisik maupun digital. 

Model ini akan menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan 

pemenuhan hak atas keadilan yang substantif. 

Dengan demikian, arah masa depan PTUN tidak hanya 

ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana peradilan 

tetap konsisten pada filosofi negara hukum Pancasila. Teknologi 

hanyalah instrumen, sedangkan orientasi utama tetap pada 

keadilan substantif dan perlindungan hak warga negara. 

 

Tabel 21.3: Peta Jalan Masa Depan Peradilan TUN di Indonesia 

Tahapan Fokus Utama 
Strategi 
Implementasi 

Sumber 

Jangka 
Pendek (1–
3 tahun) 

Modernisasi 
administrasi 
perkara 

Optimalisasi Sistem 
Informasi 
Penelusuran Perkara 
(SIPP), perluasan e-

Mahkamah 
Agung RI 
(2020); 
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filing, serta pelatihan 
literasi digital bagi 
hakim dan aparatur 

Rahardjo 
(2020) 

Jangka 
Menengah 
(4–7 tahun) 

Integrasi bukti 
elektronik & 
keamanan data 

Penguatan regulasi 
bukti elektronik, 
penerapan standar 
keamanan data 
peradilan, dan 
perluasan e-court 
dalam sengketa TUN 

Nugroho 
(2022); 
Wibowo 
(2021) 

Jangka 
Panjang (8–
15 tahun) 

Implementasi 
penuh e-justice 
& AI 

Sinergi PTUN dengan 
ekosistem smart 
governance, 
pemanfaatan AI untuk 
analisis perkara, dan 
pengembangan 
peradilan hibrida 
(fisik & digital) 

 

Sumber: Diolah Oleh Penulis.  
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